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ABSTRAK 

 

 M. FARUQ 11822038, Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman 

Barang PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Perspektif Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus 

PT. JNE Cabang Utama Pontianak). Fakultas Syariah, Program Studi Hukum 

Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 

2022. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan 

pokok yaitu 1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan barang di PT 

JNE Kantor Cabang Utama Pontianak. 2. Untuk mengetahui tinjauan dari 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen terhadap praktik pembulatan timbangan 

barang di PT JNE Kantor Cabang Utama Pontianak. 

 Jenis penelitian ini tergolong dari penelitian kombinasi yaitu penelitian 

normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk 

menganalisis dari pembulatan timbangan PT. JNE dengan konsumen, 

penelitian normatif mencakup sifat dan ruang lingkup dari disiplin hukum. 

Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk menganalisis data-data faktual 

yang terdapat lapangan terkait dengan transaksi antara PT. JNE dengan 

konsumen dalam proses transaksi jasa pengiriman barang. Data-data yang 

berkaitan dengan transaksi PT. JNE Cabang Utama Pontianak, kemudian 

dianalisis untuk melihat bagaimana praktik pembulatan timbangan yang 

terjadi dilapangan guna mendapatkan data yang faktual. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Praktik pembulatan timbangan 

di PT. JNE Cabang Utama Pontianak. Ialah pembulatan terhadap hasil 

timbangan, itu dibulatkan apabila berat barang tersebut kurang dari 1 kg maka 

dinggap 1 kg, jika berat barang tersebut melebihi 1,3 kg maka dibulatkan 2 kg 

dan begitu seterusnya, dan sistem pembulatan tersebut sudah menjadi aturan 

dari PT. JNE. 2. Pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. JNE ini 

terdapat penyimpangan dari KHES pasal 317 yakni dalam pembayaran upah 

terhadap jasa pengiriman tersebut, yang seharusnya pihak konsumen harus 

membayarnya sesuai kelebihan berat tersebut. sedangkan dari UUPK No. 8 

Tahun 1999, yang terdapat dalam pasal 4 yakni bahwa konsumen harus 

mengetahui dalam pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE 

Cabang Utama Pontianak. Dan pasal 7 yang dimana pelaku usaha wajib 

memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai jaminan dan kondisi 

barang atau jasa serta menjelaskan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan. 

 

Kata Kunci: Pembulatan Timbangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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ABSTRACT 

 M. FARUQ 11822038, Rounding Scales at Freight Forwarding Services 

PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Compilation Perspective of Sharia Economic 

Law and Consumer Protection Law (Case Study of PT. JNE Main Branch 

Pontianak). Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program (HES) 

Pontianak State Islamic Institute (IAIN), 2022. 

 This study aims to find answers to the main problems, namely 1. To find 

out the practice of rounding goods scales at PT JNE Pontianak Main Branch 

Office. 2. To find out the review of the Compilation of Sharia Economic Law and 

Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection against the practice of 

rounding goods scales at PT JNE Pontianak Main Branch Office. 

 This type of research is classified as a combination research, namely 

normative research and empirical research. Normative research is used to analyze 

the rounding of PT. JNE with consumers, normative research covers the nature 

and scope of the legal discipline. While empirical research is used to analyze 

factual data in the field related to transactions between PT. JNE with consumers in 

the process of goods delivery service transactions. The data related to the 

transaction of PT. JNE Pontianak Main Branch, then analyzed to see how the 

practice of rounding the scales occurs in the field in order to obtain factual data. 

 The results showed that: 1. The practice of rounding the scales at PT. JNE 

Main Branch Pontianak. It is rounding off the results of the scales, it is rounded 

up if the weight of the item is less than 1 kg then it is considered 1 kg, if the 

weight of the item exceeds 1.3 kg then it is rounded up to 2 kg and so on, and the 

rounding system has become a rule of PT. JNE. 2. The rounding of the scales 

carried out by PT. In this JNE there are deviations from KHES article 317, namely 

in the payment of wages for the delivery service, which the consumer should pay 

according to the excess weight. while from UUPK no. 8 of 1999, which is 

contained in article 4, namely that consumers must know in the rounding of the 

scales carried out by PT. JNE Main Branch Pontianak. And Article 7 which states 

that business actors are required to provide true and honest information regarding 

the guarantee and condition of goods or services and explain the use, maintenance 

and repairs. 

 

Keywords: Rounding Scales, Compilation of Sharia Economic Law, Law no. 8 of 

1999 concerning Consumer Protection 
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 الملخص 

فروق    الشحنة  ۱۱٨۲۲۰٣٨محمد  ميزة  في  الموازين  تشفيع   ،PT. JNE (Jasa Nugraha 
Ekakurir)    منظور تجميع لقانون الشريعة الاقتصادية وقانون حماية المستهلك )دراسة حالة منPT. JNE    الفرع

 . ۲۰۲۲الرئيسي بونتياناك(. كلية الشريعة قسم المعاملة جامعة بونيانيك الإسلامية الحكومية 
ن على البضائع . لمعريفة ممارسة تشفيع الموازي١وتهدف هذه الدراسة لإجابات المشكلات الرئيسية، وهي  

لعام    ٨لمعريفة مراجعة تجميع الشريعة الاقتصادية وقانون رقم    . ۲فرع بونتياناك الرئيسي.    PT. JNEفي مكتب  
 .  PT. JNEبشأن حماية المستهلك على ممارسة تشفيع الموازين في مكتب    ١٩٩٩

يستخدم   التجريبي.  والبحث  المعياري  البحث  أي  أنه بحث مركب،  البحث على  النوع من  يصنف هذا 
المهارة   اختبارات  تقريب  لتحليل  المعياري  طبيعة    PT. JNEالبحث  المعياري  البحث  يغطي  المستهلكين،  مع 

الواقعية في ا البيانات  التجريبي لتحليل  القانوني. واستخدام البحث  لمجال المتعلق بالمعاملات بين  ونطاق الانضباط 
PT. JNE    بصفقة المتعلقة  البيانات  البضائع.  توصيل  عملية  في  المستهلكين  بونتياناك    PT. JNEمع  فرع 

 الرئيسي، ثم تحليلها لمعرفة كيفية ممارسة تقريب المقاييس لحصول على بيانات واقعية. 
يلي:   البحث هي كما  الموازين في  ١ونتيجة  ممارسة تشفيع   .PT. JNE    الرئيسي. وهي بونتياناك  فرع 

كغ، هكذا إلى أخره. هذه  ١كغ فيعتبر  ١تشفيع نتائج الميزان، وتشفيع إلى الأعلى إذا كان وزن الصنف أقل من  
، في دفع  KHESمن    ٣١٧تشفيع الموازين التي نفذتها هناك انحرافات عن المادة  .  ۲أصبح نظام التشفيع هناك.  

،  ١٩٩٩لعام    ٨رقم   UUPKأجور خدمة التوصيل، والتي يجب على المستهلك دفعها وفقًا للوزن الزائد. بينما من  
التي    ٧والمادة    PT. JNE، أي أنه يجب أن يعرف المستهلكون في تشفيع الموازين التي تقوم بها  ٤الوارد في المادة  

معلومات حقيقية فيما يتعلق بضمان وحالة السلع أو الخدمات  تنص على أنه يتعين على العمل التجارية تقديم  
 وشرح الاستخدام والصيانة والإصلاحات. 

المفتاحية:   الموازين،  الكلمات  رقم  تشفيع  القانون  الاقتصادية،  الشريعة  لقانون  حماية    ١۹۹۹لعام    ٨تجميع  عن 
   المستهلك
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan yang disebut 

makhluk sosial yakni tidak terlepas dari bantuan orang lain, baik yang 

menyangkut keselamatan hidup, harta, atau kesanggupan untuk berkembang 

maupun kasih sayang, dan di samping itu ketergantungan dalam berbagai 

bidang ekonomi, hukum, dan budaya. Ketergantungan tersebut menunjukkan 

bahwa manusia saling membutuhkan dalam berbagai aspek, semua tersebut 

merupakan fitrah manusia yang saling membutuhkan berbagai macam sarana. 

Pada hakikat manusia merupakan makhluk sosial yang saling memenuhi 

kebutuhan, yakni terkait bantuan dari orang lain yang menjalin saling 

melengkapi satu sama lain. (Atang, 2001: 222). 

 Dengan bertambah banyak kebutuhan manusia tersebut, sekarang 

banyak pelaku usaha yang membutuhkan berbagai jasa dari layanan 

masyarakat untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya. 

Sekarang sudah banyak berbagai macam produk jasa yang tumbuh untuk 

memenuhi kebutuhannya, seperti jasa laundry, jasa pengiriman barang, dan 

lain-lain. Semuanya semakin berkembang pesat dan bertumbuh dari berbagai 

macam perusahaan jasa, yang salah satunya perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa pengiriman barang.  
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 Perusahaan dibidang jasa pengiriman barang saat ini menjadi kebutuhan 

dari beberapa orang, terlebih lagi pada zaman sekarang yang serba canggih, 

setiap manusia selalu mencari kemudahan diera globalisasi, dengan semakin 

majunya dunia teknologi yang membuat mereka menyukai hal-hal yang cepat 

dan instan. 

 Jasa pengiriman menjadi salah satu kebutuhan yang sangat efisien 

digunakan untuk mengirim ke tempat yang mereka di inginkan, tidak menjadi 

beban bagi mereka untuk mengirim barang yang sangat jauh, karena sudah 

ada perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman (Aisyah, 2018: 152). 

 Perusahaan yang bergerak dibidang jasa yaitu salah satunya yang kerap 

digunakan yaitu PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir). Perseroan Terbatas JNE 

sudah tersebar luas di seluruh Indonesia, dan cabangnya sudah berada 

dimana-mana, salah satunya di jalan Gusti Hamzah, Kecamatan Sungai Jawi. 

Konsumen berhak memilih untuk mengirimkan barang-barang dengan 

disediakan jasa dari PT. JNE. Pengiriman barang oleh JNE dimulai pada saat 

konsumen mendatangi PT. JNE di Cabang Utama Pontianak. Akan tetapi 

konsumen tidak mengetahui dari pembulatan timbangan dan biaya jasa 

pengiriman tersebut, konsumen hanya menyerahkan paket yang akan dikirim 

dan langsung membayarnya sesuai yang sudah karyawan beritahu nominal 

pembayaran.  

 Perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman ini melakukan 

pembulatan timbangan di mana dalam hal ini tidak diketahui. Konsumen 

hanya mendapatkan panduan proses pengirimannya sampai ke tempat tujuan, 
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sesuai tarif yang sudah ditentukan netto, ketika konsumen menanyakan 

mengenai tarif dan perkilo, pihak karyawan di PT. JNE hanya menjelaskan 

bahwa pembulatan timbangannya dan tarifnya sudah diatur atau sudah di 

program oleh perusahaan pusat yang dimana tidak bisa diubah oleh setiap 

karyawan atau staff yang lain. 

 PT. JNE menentukan tarif harga dalam pengiriman barang, pihak 

perusahaan melihat dari jarak jauh atau dekatnya suatu tujuan pengiriman 

barang yang akan dilewati, dan sistem penetapan tarif harga, itu dari sistem 

beratnya suatu barang dalam perkilo (kg) yang mana jika berat suatu barang 

itu menunjukkan angka 543 ons maka pihak perusahaan akan memberi harga 

satu kilo (1 kg), sedangkan harga satu kilo dalam jasa pengiriman Rp. 55.000, 

dan jika berat paket tersebut seberat 1.543 ons, maka pihak perusahaan akan 

memberikan harga dengan harga dua kilo gram (2 kg), maka harga yang harus 

dibayar oleh konsumen atau pengguna jasa sebesar Rp. 110.000, dan apabila 

barang yang dikirim berupa berkas atau dalam bentuk dokumen, itu tidak 

perlu ditimbang lagi, oleh Karyawan di JNE Cabang Utama Pontianak (Sri 

Melyawanti, Staff bagian menimbang: 2021, 08, 31,). Dan begitu seterusnya 

apabila berat suatu barang menunjukkan angka ganjil dalam perkilonya maka 

dianggap genap dalam perkilo. 

 Berdasarkan hasil awal penelitian terhadap  dari pembulatan tersebut 

yang dilakukan PT. JNE, pihak konsumen merasakan dirugikan dikarenakan, 

harga yang harus ia bayar tidak sebanding dengan berat barangnya. Kejadian 

diatas ada beberapa dari konsumen, yang mengatakan merasa bingung dengan 
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timbangan, kenapa harga barang yang dikirim tidak sesuai dengan perkilonya, 

dan kenapa harus dibulatkan dalam perkilonya, dan ada konsumen yang 

menganggapnya biasa saja, tidak ada respon terkait pembulatan timbangan 

tersebut. 

 Dengan adanya pembulatan timbangan tersebut setiap konsumen yang 

menggunakan jasa pengiriman barang tersebut akan merasakan dirugikan, 

karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (7) Undang-undang No. 8 

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa “hak untuk 

diperlakukan atau untuk dilayani secara jujur dan benar serta tidak 

diskriminatif” 

 Dari penjelasan pasal tersebut diatur bahwa atas dasar pasal ini 

konsumen mempunyai hak untuk dilayani secara layak, benar, dan jujur serta 

tidak diskriminatif, maka konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum 

dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa 

setiap konsumen memiliki hak untuk dilindungi dan mempunyai hak 

kepastian hukum.  

 Menurut kajian Asas-asas muamalah kegiatan yang dilakukan oleh PT. 

JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), merupakan salah bentuk dari Asas-asas 

manfaat (tabadulul manafi) mengapa demikian, karena dalam kegiatan 

pengiriman barang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah, ialah 

harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi orang lain, dan dalam Asas-

asas al-adalah merupakan pemerataan dalam prinsip keadilan dalam bidang 
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muamalah, agar semua pihak mendapatkan manfaat yang besar dari keadilan 

tersebut (Abdul, Volume 5: 74). 

 Karena dalam dalam Islam upah mengupah merupakan dari akad ijarah. 

Sedangkan dalam Asas-asas manfaat juga menyebutkan bahwa harus 

memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Dengan 

demikian Al-qur’an sebagai pedoman dan landasan hukum bagi umat muslim 

yang membolehkan bahkan menganjurkan untuk memberikan upah seseorang 

atau perusahaan yang telah mengerjakan sesuatu pekerjaan. 

 Islam telah banyak mengajarkan nilai kepada umat manusia dalam 

menjalankan kehidupan, tak terkecuali dalam bidang muamalah yang salah 

satunya adalah bersikap adil pada setiap perbuatannya yang dilakukan. 

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-qur’an surah Al-hud ayat 85 yang 

berbunyi: 

زاَنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَ بْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَ وَلَا تَ عْشَوْا فِِ  وَيَ قَوْمِ اوَْفُ وْا الْمِكْيَالِ وَالْمِي ْ
 الَارْضِ مُفْسِدِيْنَ 

 
Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan 

dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-

hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan 

berbuat kerusakan” (Surah Al-hud ayat 85). 

 

Demikian disebutkan dalam surah. (Qs. Al-An’am  : 152) 

 ا.... هَ عَ سْ  وُ لاَّ ا أِ سً فْ ن َ  فُ ل ِ كَ  نُ لَا  طِ سْ قِ لْ باِ   انَ زَ ي ْ مِ الْ وَ  لَ يْ كَ وا الْ فُ وْ أَ .....وَ 
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Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, 

kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar 

kesanggupannya” (Qs. Al-An’am: 15). 

 

 Dari latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti atau mengamati adanya ketidakjelasan dan ketidakadilan yang terjadi 

dalam praktik pembulatan timbangan barang yang dilakukan oleh PT. JNE 

(Jasa Nugraha Ekakurir) dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Dan Hukum Perlindungan Konsumen. Untuk itu perlu diadakan penelitian 

dan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Sehingga ketertarikan penulis 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembulatan Timbangan pada Jasa 

Pengiriman Barang PT. JNE (Jasa Nugraha Ekakurir) Perspektif Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Perlindungan Konsumen”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

 Mengacu pada latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik 

untuk meneliti bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 

terhadap pembulatan timbangan jasa pengiriman barang PT. JNE (Jasa 

Nugraha Ekakurir), mengingat masih luas fokus penelitian diatas, peneliti 

memfokuskan dalam bentuk pernyataan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan barang oleh PT. JNE (Jasa 

Nugraha Ekakurir) Cabang Utama Pontianak? 

2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap 
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praktik pembulatan timbangan barang oleh PT. JNE (Jasa Nugraha 

Ekakurir) Cabang Utama Pontianak? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan barang di PT JNE 

Cabang Utama Pontianak  

2. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen terhadap praktik pembulatan timbangan barang di PT JNE 

Cabang Utama Pontianak 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan penelitian, maka ada beberapa 

manfaat yang perlu diketahui, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pembulatan 

timbangan pengiriman barang PT. JNE Cabang Utama Pontianak yang 

dimana terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman saat ini.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan 

secara pribadi dalam menghasilkan penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Pontianak diharapkan penyusun 

dapat menambah informasi terkait dengan pandangan pembulatan 
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timbangan pengiriman barang dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

c. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui pandangan terhadap 

pembulatan timbangan pengiriman barang PT. JNE perspektif 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan UU. No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 

d. Bagi pihak PT. JNE agar mengatur timbangan sesuai dengan 

perundang-undangan.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PENELITIAN 

A. Kajian Pustaka 

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun 

menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal peneliti yang ditempuh 

adalah menelaah terlebih dahulu terhadap literatur seperti jurnal-jurnal 

terdahulu yang mempunyai judul atau objek dan subjek penelitian yang sama 

dengan peneliti yang diteliti. Maksud tinjauan kepustakaan ini adalah agar 

dapat diketahui bahwa apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan 

penelitian terdahulu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh  Vivi Lutfiyah Amalia yang berjudul Tinjauan 

Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jual 

BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 pasar Sapi Salatiga). Dalam skripsi 

tersebut disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dalam pelaksanaan 

pembulatan yang dilakukan di SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga 

terhadap konsumen yang merelakan uang kembalian dibulatkan adalah 

sah karena sudah memenuhi syarat an taradhin yang artinya suka sama 

suka, sedangkan analisis hukum Islamnya terhadap konsumen yang 

tidak merelakan uang kembalian maka transaksi itu tidak sah, karena di 

dalam praktik pembulatan mengandung paksaan dari pelaku.
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 Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah 

skripsi ini menerangkan pembulatan harga jual BBM yang dimana 

skripsi tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam dan UU No. 8 

tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan peneliti 

mengangkat dari Objek yang berbeda dengan Skripsi di atas. 

Pembulatan timbangan pengiriman barang, yang di mana penyusun 

mengkaji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Jurnal Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law yang ditulis Akbar 

Sabani yang berjudul Pembulatan Pada Transaksi Jual Beli di 

Minimarket. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa nominal 

pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam 

pada asasnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai 

nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai hak milik pembeli dan 

nilai. 

 Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah 

obyek penelitian sedangkan dalam jurnal ini adalah pembulatan 

transaksi jual beli di Minimarket, sedangkan objek penelitian yang akan 

dikaji adalah pembulatan timbangan pengiriman Barang. Jurnal ini 

hanya menggunakan Hukum Islam untuk menganalisis pembulatan 

pada transaksi jual beli. Sedangkan peneliti mengangkat Perspektif 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
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3. Skripsi ini yang ditulis Ihya Ulumuddin yang berjudul Penerapan 

Konsep ‘an taradin (suka sama suka) Terhadap Praktek Pembulatan 

Harga di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Munggur, Terban dan 

Lempuyangan. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa analisis Hukum 

Islam keterkaitan penerapan konsep ‘an taradin terhadap praktek 

pembulatan harga yaitu terdapat penyimpangan terkait pembulatan 

harga yang dilakukan operator, konsumen mendapat kerugian, kerugian 

yang dialami oleh konsumen kalau dianalisis maka hal tersebut bisa 

menjadi riba atau tambahan. 

 Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah 

skripsi ini lebih memfokuskan pada konsep “an taradin” (rela sama 

rela) merupakan salah satu unsur penting dalam jual beli yang 

diperdalam lagi dengan metode sadd az-zari’ah. Sedang peneliti 

mengkaji objek yang berbeda dengan Skripsi di atas yakni peneliti 

mengangkat tema pembulatan timbangan pengiriman barang, yang di 

mana mengkaji dengan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Timbangan  

 Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

alat untuk menimbang seperti neraca, kati. Sedangkan dalam pengertian 
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Hukum Islam, yang terdapat dalam bahasa arab disebut al-qisthas atau al-

qusthas, adalah neraca atau adil.  

 Timbangan di terdapat beberap jenis atau bentuk dari timbangan 

yaitu sebagai berikut:  

a. Timbangan manual, yaitu timbangan yang sistem bekerja secara 

mekanis, yakni dengan sistem gaya pegas, yang dimana timbangan 

tersebut terdapat jarum yang menunjukkan dari angka dari berat 

barang tersebut. 

b. Timbangan digital, yaitu timbangan yang sistem kerja secara 

elektronik, yakni menggunakan aliran listrik. Yang dalam 

menentukan dari barang tersebut berupa angka, tanpa adanya jarum 

lagi. 

 Timbangan dan adil tidak bisa dipisahkan, seperti dua mata uang 

yang tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan untuk mewujudkan suatu 

keadilan maka diperlukan suatu tolak ukur yang pasti seperti neraca dan 

timbangan, jika benar dalam menimbang, maka akan tercipta suatu 

keadilan (Quraish Shihab, Vol. XV: 33). 

 Timbangan mempunyai peran sangat penting dalam berbisnis, sebab 

timbangan yang benar maka akan menimbulkan kepercayaan para 

konsumen terhadap suatu bisnis. Setiap pelaku bisnis dengan skala besar 

akan melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan 

para konsumen, dan keakuratan ukuran timbangan dan takaran tidak boleh 

diabaikan (Mustaq, 2005: 100). 
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 Al-Qur’an sebagai landasan dari pedoman hidup masyarakat muslim 

dan muslimah, yang dimana Al-Qur’an memberikan perinsip untuk 

bersikap adil alam suatu urusan apalagi dalam takar menakar dalam 

bermuamalah. Yang terdapat dalam dalil Al-Qur’an yang memberikan 

arahan untuk berlaku adil dan menyempurnakan dalam suatu timbangan. 

Yang berbunyi dalam firman Allah SWT : 

وَلَا   اَشْيَاءَ  النَّاسَ  تَ بْخَسُوا  وَلَا  بِالْقِسْطِ  زاَنَ  وَالْمِي ْ الْمِكْيَالِ  اوَْفُ وْا  وَيَ قَوْمِ 
 تَ عْشَوْا فِِ الَارْضِ مُفْسِدِيْنَ 

 

Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan 

dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap 

hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi 

dengan berbuat kerusakan” (Surah Al-hud ayat 85). 

 

 Sedang dari hadist juga menyebutkan bahwa harus teliti dalam 

menimbang barang, yang diriwayatkan sebagai berikut:  

فَجَاءَنَا   بَ زًّا مِنْ هَجَرَ  الْعَبْدِيُّ  وَمََْرَفَةُ  أَنَا  جَلَبْتُ  قَ يْسٍ قاَلَ  بْنِ  سُوَيْدِ  عَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا سَ  راَوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يزَنُِ بِالْأَجْرِ  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََ وَزَّانُ زنِْ وَأرَْجِحْ   فَ قَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ
 

Artinya: Dari Suyaid bin Qais, ia berkata, "Aku bersama 

Makhzamah Al 'Abdy pernah mengimpor pakaian dari Hajar 

kemudian Rasulullah mendatangi kami dan kami pun 

menawarkan barang kami kepada beliau. Saat itu kami memiliki 

seorang juru timbang yang kami sewa untuk menimbang. Maka 

kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada si tukang timbangan, 

"Wahai tukang timbang, timbanglah dan telitilah timbangannya." 

Shahih. Ahadits Al Buyu ', Al Misykah (2924-edisi kedua). 
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Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata sebagai berikut:  

  بيُّ نَ ال مَ دِ لما قَ 
َ
  لَا يْ كَ   اسِ النَّ  ثِ بَ خْ أَ  نْ وا مِ انُ كَ   ،ةَ نَ ي ْ دِ صلى الله عليه وسلم الم

 لَّ جَ زَّ وَ لَ اللهُ عَ زَ ن ْ أَ فَ 

 كَ لِ ذَ  دَ عْ يلَ ب َ كِ ا الْ وْ سَن ُ حْ أَ فَ } وَيْلٌ للِْمُطفَِ فِيَن { 
 

Artinya: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di 

Madinah, penduduk di kota tersebut sering bermain curang 

dalam takaran. Turunlah ayat ‘celakalah al muthoffifin’. Setelah 

itu barulah mereka memperbagus takaran mereka.” (HR. An 

Nasai dalam Al Kubro. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa 

hadits ini hasan dalam Sunan Ibnu Majah no. 1808). 

  

  Dalam hadits ini, Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu kepada mereka 

berdua berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam datang ke 

Madinah," yaitu, ia berhijrah ke sana, "mereka termasuk orang-orang yang 

paling orang-orang jahat dengan cara,” artinya: penduduk Madinah dan 

orang-orang yang menyerbu kota itu akan pergi ke kota itu. Dalam 

penipuan ini, turun firman Allah SWT: 

 وَيْلٌ للِْمُطفَِ فِينَ 
Artinya: celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam 

menakar dan menimbang) (QS. Al-Muthoffifin: 1). 

 

 Penduduk Neraka berada di bawahnya, dan orang-orang mutififier 

adalah orang-orang yang meremehkan manusia, dan merampas hak-hak 

mereka dalam hal ukuran mereka jika mereka setara dengan mereka. , atau 

timbangan mereka jika mereka ditimbang terhadap mereka untuk apa yang 

harus mereka penuhi dalam hal pemenuhan. 
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  Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata:  Dan di dalam hadits: 

peringatan agar tidak mengurangi timbangan dan timbangan, bahkan 

dengan hal yang kecil.   

 Dari ayat dan hadits diatas mengartikan betapa pentingnya suatu 

penimbangan bagi masyarakat, yang dimana dalam ayat tersebut 

menyuruh untuk berbuat adil dalam menimbang suatu barang atau yang 

lainnya, dan tidak diperkenankan untuk berbuat curang sesama 

masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam melakukan suatu 

transaksi apalagi menggunakan timbangan, maka diharuskan untuk berlaku 

jujur, dan tidak diperbolehkan sekali-kali untuk melebihkan dari 

timbangan tersebut.  

2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

a. Pengertian Ijarah 

 Ijarah atau yang disebut dengan upah berasal dari kata al-ajru 

arti dari bahasa ialah al-ihwal artinya ialah upah dan ganti. Dalam arti 

luas ijarah merupakan suatu akad yang memberi suatu manfaat yang 

di tukarkan dengan sesuatu yang memberikan imbalan dalam jumlah 

tertentu. Dalam hal ini sama artinya dengan menjual manfaat barang 

apabila dilihat dari segi barangnya dan juga bisa diartikan menjual 

jasa apabila dilihat dari segi manfaatnya atau segi jasa nya (Rachmat, 

2001: 121). 

 Menurut pendapat Amir Syarifuddin juga mempunyai 

pandangan berhubungan dengan Ijarah, ialah akad atau transaksi 
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manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila terjadi objek 

transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka dinamakan 

ijarah ad-dzimmah atau upah mengupah, seperti upah menjahit, atau 

upah jasa pengiriman barang (Amir, 2003: 216). 

 Menurut Rachmat, ijarah merupakan jual-beli jasa (upah-

mengupah), yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia, dan ada 

yang menerangkan ijarah ini sama dengan hal sewa-menyewa, yakni 

mengambil dari suatu barang. Menurut penulis ijarah ini terdapat dua 

kategori, yakni ijarah atas jasa, dan ijarah atas barang (Rachmat, 2000, 

122). 

 Menurut Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai berikut:  

فَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَ  بَاحَةِ بِعِوَضِ مَعْلُومٍ عَقْدٌ عَلَى مَن ْ  ةٍ قاَ بلَِةٍ للِْبَذْلِ وَالْأِ
 

Artinya: “akad untuk menukarkan manfaat suatu barang 

dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat 

yang halal dan diperbolehkan oleh syara” 

 

 Menurut Ulama Malikiyah dan Hambaliyah mendefenisikan 

Ijarah sebagai berikut:  

ةً مَعْلُومَةً بِعِوَضٍ   تََلِْيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّ
 

Artinya: “pemilikan manfaat suatu barang yang mubah 

dengan penggantian” 

 

  Menurut Ensiklopedi Fiqh mendefinisikan al-ijarah sebagai 

berikut: 

   ضٍ وَ عِ بِ   ةٌ عَ فَ ن ْ مَ   كِ يْ لِ ى تََْ لَ عَ   ةً ضَ ا وَ عً مَ   دٌ قْ عَ 
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Artinya: “akad penukaran terhadap suatu barang yang mudah 

dengan penggantian” 

 

 Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman 

bahwa ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau 

kompesasi terhadap suatu manfaat barang. Ijarah merupakan akad 

terhadap suatu manfaat barang atau jasa. Ijarah ini terdapat dua aspek, 

yang pertama aspek dari suatu barang dan yang kedua, aspek dari 

kemanfaatan atau jasa, yang dari kedua aspek itu halal dan jelas. 

Dalam KHES pasal 20 ayat (9) mendefiniskan akad ijarah “adalah 

sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”.  

 Akad ijarah ini terdapat dua kategori, yang pertama kategori dari 

sewa barang, yakni jual-beli terhadap manfaat dari suatu barang, dan 

kategori yang kedua sewa jasa, yakni jual-beli terdapat jasa dari 

seseorang (upah-mengupah). Keduanya boleh dilakukan apabila 

memenuhi semua syarat ijarah sebagaimana yang akan dijelaskan. 

b. Dasar Hukum Ijarah 

1) Berdasarkan Al-Qur’an 

 Di dalam Al-Qur’an ketentuan terhadap upah tidak 

dijelaskan secara terperinci, namun pemahaman terhadap upah 

tercantum di dalam Surah Al-Qashash ayat 26-27:  

 (  ينُ قاَلَتْ إِ حْدا هُُاَ يََ أبََتِ اسْتَأْ جِرْهُ إِ نَّ خَيَْْ مَنِ اسْتَأْ جِرْتَ الْقَوِيُّ الَأمِ 
قاَلَ إِني ِ أرُيِْدُ أنُْ أنَْكِحَكَ إِ حْدَى ابْ نَتَيَّ هَا تَيْنِ عَلَى أَنْ تََْ جُرِني ثََاَ ) ٢٦ 

نيَ حِجَجٍ فإَِنْ أتََْمَْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُيِْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ ني 
 ) ٢٧ (لِحِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّا  
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Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 

karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 

ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang dapat 

dipercaya” (26). “Berkatalah dia (Sua’aib): sesungguhnya 

aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 

kedua anakku in, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 

delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu 

adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak 

memberatkan kamu. Dan kamu Insyaallah akan mendapatiku 

termasuk orang-orang yang baik” (Qs. Al-Qashash ; 26-27). 

 

 Dan terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-baqarah 

ayat 233 sebagai berikut: 

تَسْتَْ  أَنْ  أرََدْتُُْ  تُمْ  وَأِنْ  أتََ ي ْ مَا  سَلَّمْتُمْ  أِذَا  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَا  أوَْلَادكَُمْ  ضِعُوا 
 ) ٢٣٣ (بِالْمَعْرُوفِ وَات َّقُوا اَلله وَاعْلَمُوا أَنَّ اَلله بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌْ 

 
Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah 

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan” (Al-baqarah: 2, 233). 

 

 Dari ayat di atas telah menerangkan bahwa ijarah telah 

disyariatkan, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang 

diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk 

bekerja dan memberikan imbalan yang sesuai dengan yang telah 

disepakati dengan sesuai ketentuan waktu dan manfaat yang telah 

diterima. Dan kamu menyuruh orang lain untuk menyusui anakmu, 

itu diperbolehkan tapi dianjurkan untuk membayar hasil dari 

manfaat yang seseorang berikan kepadamu. Bahwa dari ayat di atas 

merupakan bahwa saling memberi manfaat atau membutuhkan 
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manfaat dari orang lain, itu diperbolehkan tapi harus memberikan 

upah yang layak kepada orang tersebut sesuai dengan 

kesepakatannya.  

2) Berdasarkan Hadits 

 Hadits Rasulullah Saw yang membahas mengenai ijarah 

diantaranya riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Umar, Rasulullah Saw 

Bersabda: 

فُ عَرَ قهُُ )رواه ابن مجه عن ابن عمر(  اعُْطوُاالْأِجِيَْْ   اَجْرهَُ قَ بْلَ اَنْ يجَِ

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya 

kering” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Umar)”. 

 

 Dan terdapat hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah 

sebagai berikut:  

هُرَيْ رةََ رضى الله عنه عَنِ النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ )قاَلَ اللهُ عَنْ أَبِِ  
ثَلَاثةٌَ أنََا خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِِ ثُمَّ غَدَرَ ، وَرجُِلٌ بَاعَ حُرًّا 

 لََْ يُ عْطِ أَجْرهَُ( فأََكَلَ ثََنََهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْاً فاَسْتَ وْفَ مِنْهُ ، وَ 
 

Artinya: “Allah SWT. Berfirman: “ada tiga kelompok yang 

aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. 

Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia 

mengakhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang 

merdeka (bukan budak berlian), lalu ia memakan 

(mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang 

memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi 

kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan 

upahnya.” 

 

 Dari hadits di atas disimpulkan bahwa jika mempekerjakan 

orang lain, haruslah membayar upahnya sebelum keringat dari 

seorang pekerja tersebut telah kering. 
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 Dari ayat-ayat dan hadits Rasulullah Saw telah menjelaskan 

bahwa akad ijarah dengan objek transaksi menggunakan tenaga 

seseorang hukumnya diperbolehkan karena akad tersebut sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, selagi tidak berlaku curang atau 

sampai tidak memberikan upah terhadap menfaat dari jasanya 

seseorang.  

 Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas, ijarah di 

qiyaskan dengan jual-beli (Imam Mustofa, 2016: 105). Dimana 

ijarah di qiyaskan dengan jual-beli dikarenakan sama dengan unsur 

jual-beli, akan tetapi ijarah ini lebih ke jual-beli terhadap manfaat 

dari suatu barang. Praktik ijarah di Indonesia juga mendapat 

legitimasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  

c. Rukun Ijarah 

 Terdapat dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah yakni yang 

terkandung dalam pasa 295 yang berbunyi sebagai berikut: 

1) musta’jir ialah merupakan pihak yang menggunakan jasa 

atau barang. 

2) Mu’ajir ialah orang yang memberikan jasa atau yang 

melakukan di minta oleh musta’jir 

3) Ma’jur ialah adanya suatu barang yang di ijarahkan. 

4) Akad ialah orang yang melakukan kesepakatan antara 

kedua belah pihak atau lebih, yang dimana dalam akad 

ini harus jelas terhadap penyampaian atau informasi 
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terkait apa yang terkandung dalam proses berjalan 

transaksi tersebut. 

 Berdasarkan Pendapat Jumhur Ulama, Rukun Ijarah ada empat 

diantaranya ialah: 

1) Orang yang berakad (Aqid) ialah orang yang melakukan akad ijarah 

terdapat dua orang yaitu Mu’jir (orang yang memberi upah) dan 

Musta’jir (orang yang menerima upah). Setiap kedua belah pihak 

harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad, dan harus 

berakal (Sayyid, 2006: 205). 

2) Sighat Akad ialah Mu’jir dan Musta’jir melakukan ijab dan qabul; 

merupakan ungkapan pernyataan dan penjelasan yang keluar dari 

salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 

mengadakan akad Ijarah (Akhmad, 2018: 54). 

3) Upah (Ujrah) yaitu diberikan kepada Musta’jir atas jasa yang 

diberikan atau diambil manfaatnya oleh Mu’jir. 

4) Manfaat ialah salah satu cara untuk mengetahui ma’qud alaih 

(barang) ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu dan 

jenis pekerjaan (Rachmat, 2010: 86). 

 Terkait dengan Rukun-rukun Ijarah menurut Fatwa DSN MUI 

No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan diantaranya ialah: 

a) Sighat ijarah merupakan ijab dan qobul berupa pernyataan dari 

kedua belah pihak yang berakad. 



22 
 

 
 

b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi 

jasa dan penyewa atau penggunan jasa.  

c) Objek akad ijarah itu terdiri dari dua bagian, yang pertama manfaat 

dari barang dan sewa, dan yang kedua manfaat jasa dan upah. 

 Terkait dari pandangan beberapa pendapat di atas bahwa rukun 

ini merupakan akad dari suatu akad ijarah yakni harus jelas terkait 

objek suatu barang atau jasa, dan terkait akad dalam perjanjian harus 

jelas. 

d. Syarat-Syarat Ijarah 

 Secara garis besar syarat ijarah terdapat empat syarat, syarat 

terjadinya akad, syarat pelaksanaan, syarat sah ijarah, dan syarat 

mengikat (Imam Mustofa, 2016: 106). Adanya syarat-syarat ini 

merupakan untuk menjamin bahwa ijarah membawa kebaikan bagi 

penggunanya.  

 Syarat pertama itu merupakan syarat terjadinya akad merupakan 

syarat ini berkaitan dengan pihak yang akan melaksanakan suatu akad 

yaitu berakal. 

 Syarat kedua itu merupakan syarat pelaksanaan ijarah, 

merupakan akad ijarah dapat dilaksanakan jika ada kepemilikan dan 

penguasaan, tidak akan sah akad ijarah apabila kepemilikan atau 

penguasaan itu bukan miliknya. 

 Syarat ketiga itu merupakan syarat sah, merupakan syarat dari 

objek akad dan upah, yang dimana dalam objek akadnya harus jelas 
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dan saling sama suka dari kedua belah pihak, dimana tidak ada unsur 

keterpaksaan dari salah satu pihak. Pemberi manfaat atau jasa harus 

teliti dalam melakukan apa yang diminta oleh seseorang yang 

memakai jasannya, dan penerima manfaat atau memperoleh manfaat 

dari jasa seseorang haruslah memberikan upah yang sepantasnya bagi 

pemberi jasa atau pekerja, dan manfaat dari suatu jasa itu harus jelas. 

 Syarat keempat itu merupakan syarat mengikat, yakni syarat 

yang mengikatkan antara dua orang atau lebih, dan para pihak harus 

saling setuju untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Di dalam 

proses mengikat barang atau jasa harus tidak ada kecacatan dari jasa 

atau barang, apabila terjadi kemudian hari terjadi barang atau jasa itu 

terdapat cacat maka akad ijarah ini menjadi fasakh (rusak). Dan tidak 

terhindar dari beberapa udzur yang dapat merusak terhadap akad 

ijarah ini, udzur ini  bisa terjadi dari salah satu pihak yang menyalah 

gunakan fungsinya. 

e. Macam-Macam Ijarah 

 Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: 

1) Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam 

ijarah bagian pertama ini objek akadnya ialah: manfaat dari 

suatu benda. Seperti sewa-menyewa rumah, dan kendaraan. 

Apabila telah mendapatkan manfaat, maka diperbolehkan 

oleh syara’ untuk digunakan. Para ulama fiqh telah 
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bersepakat untuk dibolehkannya sebagai objek sewa-

menyewa. 

2) Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam 

ijarah bagian kedua ini, objek akadnya ialah amal atau 

pekerjaan seseorang. Seperti seumpamanya buruh bangunan, 

jasa transportasi, pabrik, dan lain-lainnya (M. Ali Hasan, 

2003: 329). Ijarah seperti ini hukumnya diperbolehkan 

apabila jenis pekerjaan itu jelas. 

f. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 

 Menurut ijarah merupakan jenis akad lazim, yakni akad yang 

tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, dikarenakan 

ijarah merupakan pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang 

mewajib fasakh (Ahsin W. Alhafiz: 2013, 112). 

 Ijarah yang menjadi batal (fasakh) jika terdapat hal-hal sebagai 

berikut:  

1) Terjadinya cacat pada suatu barang sewaan yang terjadi pada 

tangan penyewa. 

2) Rusaknya barang diupahkan (ma’jur ‘alaih), yakni seperti baju 

yang diupahkan untuk dijahit. 

3) Selesainya suatu pekerjaan yang sesuai dengan akad yang di 

buat. 
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 Dari poin diatas dapat dipahami bahwasannya akad ijarah bisa 

terdapat batal apabila keadaan suatu barang  atau sewaan itu tedapat 

kecacatan maka akad itu akan batal. 

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 

 Istilah dari konsumen, merupakan pengertian dari yuridis formal 

yang dimuatkan pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen, terdapat dalam pasal 1 ditentukan:  

 Konsumen merupakan seseorang, pemakai barang dan atau jasa, 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan untuk diri 

sendiri atau keluarga orang lain, ataupun dari makhluk hidup lain, dan 

tidak untuk diperdagangkan. 

 Terdapat dalam pasal 1 yang memuat  ketentuan umum dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. 

1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. 

2) Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau 

jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendir, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. 

3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
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badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakuan kegiatan dalam wilayah hukum negera Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melaui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi. 

4) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat 

dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan 

oleh konsumen. 

 Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan 

kepada konsumen dari kerugian atas pengguna produk barang atau 

jasa. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum 

konsumen yang memuat kaidah-kaidah atau asas-asas yang bersifat 

melindungi konsumen dan bersifat mengatur (Az Nasution, 1996: 65). 

 Terdapat pendapat lain terkait hukum perlindungan konsumen 

yang mengatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan dari 

bagian hukum. Hal ini dapat kita lihat bahwa konsumen memiliki 

kekuasaan yang lebih luas karena hukum perlindungan konsumen 

dapat meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan 

konsumen adalah salah satu bagian dari hukum konsumen ini yakni 
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dari aspek perlindungan, misalnya bagaimana cara mempertahankan 

hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. 

b. Unsur-unsur Perlindungan Konsumen 

 Hukum yang melindungi konsumen terbentuk dari berbagai 

hubungan antara beberapa unsur utama, yang terkait di dalamnya. 

Hubungan tersebut dapat tercipta dari suatu perikatan bisnis yang 

dapat menimbulkan suatu akibat hukum.  

 Di dalam hukum perlindungan konsumen, arti dari akibat hukum 

tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan dari kedua belah 

pihak atau lebih (ijab qabul), melainkan perlu tindak lanjuti hingga 

terjadinya kesepakatan tersebut. artinya apabila perikatan bisnis 

tersebut telah dinyatakan selesai, tetapi konsumen tetap mempunyai 

hak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang atau 

jasa yang disediakan oleh produsen (Burhanuddin, 2011: 6). 

 Adapun dari unsur-unsur yang terdapat dalam hukum 

perlindungan konsumen ialah keterkaitannya antara konsumen dan 

pelaku usaha, dalam keduanya mereka saling keterikatan satu sama 

lain yakni dari barang atau jasa yang menjadi keterikatan antara 

konsumen dan pelaku usaha. 

c. Asas-asas dalam Undang-undang Perlindungan konsumen 

 Dapat diketahui dalam menegakkan hukum perlindungan 

konsumen, diperlukan keberlakuan asas-asas yang berfungsi sebagai 

landasan untuk menetapkan hukum. Peraturan mengenai prinsip-
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prinsip atau asas-asas yang terdapat dalam hukum perlindungan 

konsumen yang dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan 

yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen. Dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa : 

perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan, dan keselamatan konsumen serta parsipasi hukum. 

 Adapun terkait penjelasan lebih mendalam mengenai asas 

perlindungan konsumen adalah sebagai berikut : 

1) Asas Manfaat : Merupakah hal untuk  mengamanatkan bahwa 

upaya proses dalam penyelenggaraan pelindungan ini harus 

memberikan sebuah manfaat yang besar bagi kepentingan 

pelaku usaha secara keseluruhan dan kepentingan konsumen ( 

Eli Wuria Dewi, 2015: 10). 

2) Asas Keadilan : Merupakan hal untuk supaya berpartipasi 

seluruh rakya dapat diwujudkan secara maksimal dan 

memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan konsumen 

untuk dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban 

secara adil. ( Eli Wuria Dewi, 2015 : 11). 

3) Asas Keseimbangan : Merupakan hal yang memberikan 

keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan 

pemerintah dalam arti materil maupun spritual ( Eli Wuria 

Dewi, 2015 : 11). 
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4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen : Merupakan 

untuk memberikan jaminan atas keselamatan maupun keamanan 

kepada konsumen dalam penggunaan, pemanfaatan, dan 

pemakaian suatu barang atau jasa yang dipergunakan oleh 

konsumen ( Eli Wuria Dewi, 2015 : 12). 

5) Asas Kepastian Hukum : Maksud dari kepastian hukum, supaya 

baik konsumen ataupun pelaku usaha dapat menaati hukum dan 

dapat memperoleh suatu keadilan dalam penyelenggaraan dalam 

perlindungan konsumen, dan Negara menjamin kepastian 

hukum ( Eli Wuria Dewi, 2015 : 12). 

d. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia 

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen menjadi tongkat sejarah perkembangan hukum 

perlindungan konsumen di Indonesia, dan Undang-undang tersebut 

telah diakui  bahwa bukan yang pertama dan bukan yang terakhir.  

 Dikarenakan sebelumnya sudah ada peraturan perundang-

undangan yang merumuskan hukum yang melindungi konsumen. 

Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan 

konsumen, baik yang mengatur hukum materi dan maupun hukum 

formil mengenai penyelesain sengketa konsumen (Abdul, 2008: 20). 

e. Hak dan Kewajiban Konsumen Dengan Pelaku Usaha 

 Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur 

tentang penggunaan jasa bahwa dalam setiap penggunaan jasa yakni 
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pelaku usaha diharuskan adanya unsur keterbukaan terhadap apa yang 

di jasakan serta tidak mengandung unsur paksaan serta terpenuhinya 

hak-hak yang diberikan oleh produsen. 

1) Hak dan kewajiban konsumen (di dalam pasal 4 dan pasal 5 UU 

Nomor 8 Tahun 1999) 

 Ialah hak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan 

dalam mengkonsumsi dari suatu barang atau jasa, serta hak 

untuk memilih barang atau jasa dan mendapatkan barang atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang 

dijanjikan, dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, dan terkait hak 

untuk mendapatkan ganti rugi atau penggantian, kompensasi 

apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagai mestinya (Sri Redjeki Hartono, 

2007:139). 

 Sedangkan dari kewajiban konsumen yang dimaksud dari 

pasal 5 yakni: konsumen wajib membaca atau mengikuti 

petunjuk dari informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang atau jasa, demi keselamatan dan keamanan, 

beritikad baik dalam  melakukan transaksi pembelian barang 

atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, 

serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. 
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2) Hak dan Kewajiban Pelaku usaha (di dalam pasal 6 dan 7 UU 

Nomor. 8 Tahun 1999) 

 Ialah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa 

yang diperdagangkan, dan hak untuk rehabilitasi nama baik 

apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak 

diakibatkan oleh barang atau jasa diperdagangkan. 

 Sedangakan dari kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam 

pasal 7 UUPK yakni yang pertama pelaku usaha harus beritikad 

baik dalam melakukan kegiatan usahanya, yang kedua 

memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai 

kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan 

penjelasan penggunaan, pemeliharaan dan perbaikan, yang 

ketiga memperlukan atau melayani konsumen secara jujur dan 

benar serta tidak melakukan deskriminatif, yang ke empat 

menjamin mutu suatu barang atau jasa yang diproduksi atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar dari mutu barang 

atau jasa yang berlakku, yang kelima memberi kesempatan bagi 

konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu 

serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau 

yang diperdangangkan, yang ke enam pelaku usaha wajib 

memberi kompensasi terkait ganti rugi atau penggantian suatu 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
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barang atau jasa yang diperdagankan, dan yang terakhir yakni 

pelaku usaha memberikan kompensasi ganti rugi atau 

penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

f. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 

 Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam 

Bab IV Pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

tentang 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana secara 

khusus mengatur yang mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi 

pelaku usaha, seperti larangan dalam memperdagangkan atau 

memproduksi, larang-larangan dalam penjualan secara obral/lelang, 

larangan dalam menawarkan, dan dimanfaatkan dalam ketentuan 

periklanan (Sri Redjeki Hartono, 2007: 139). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan meliputi 

beberapa hal yaitu: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, lokasi, dan teknis analisis data. Untuk mengetahui 

metode penelitian dalam topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka 

diuraikan sebagai berikut:  

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

menggunakan penelitian normatif. Menurut (Abdul, 2004: 40). Penelitian 

yang digunakan peneliti ini lebih dalam mengacu pada jenis normatif dan 

empiris. Penelitian hukum normatif ialah mengkaji lebih dalam hukum yang 

tertulis dari aspek peraturan-peraturan, filosofis, teori, perbandingan, 

komposisi, dan sejarah. Penelitian empiris merupakan hukum positif tidak 

tertulis, hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur, dan 

lain-lain (Achmad, 2013: 2). 

 Menurut J. R. Raco mengungkapkan bahwa secara umum metode 

penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang telah direncanakan, 

terstruktur atau penemuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, 

sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Sebagai 

“kegiatan ilmiah” merupakan aspek dari ilmu pengetahuan serta teori. 
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“Terencana” merupakan penelitian harus direncanakan dengan 

memperhatikan waktu, dan aksesibilitas (ketercapaian) terhadap tempat dan 

data (J. R. Raco, 2013: 5). 

B. Sifat Penelitian 

 Adapun sifat dari peneliti ini adalah deskriptif-analisis, peneliti 

menjelaskan bagaimana bentuk hukum, dari segi KHES dan dari segi hukum 

perlindungan konsumen, terhadap Praktek pembulatan timbangan di JNE 

Cabang Utama Pontianak yang berkaitan dengan praktik pembulatan 

timbangan, kemudian menganalisisnya dengan pendekatan normatif empiris, 

bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab atau 

tujuan penelitian ini.  

C. Pendekatan Penelitian 

 Menurut Nazir (1998) dalam Buku Metode Penelitian, Bahwa Metode 

Deskriptif Kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada zaman sekarang ini. Maksud dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara kejadian yang diteliti. 

 Menurut Lexy J. Moleong, (1996: 178), pendekatan kualitatif dalam 

suatu penelitian dicirikan dengan kesadaran masyarakat dengan berbagai 

persoalan dunia yang menyangkut sosial bersifat nyata, dinamis dan bersifat 

multidimensional, karena tidak mungkin dapat mendakati dengan batasan-
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batasan yang bersifat pasti dan matematis. Pada hakikatnya manusia lebih 

banyak berkaitan dengan kualitas, oleh karenanya pendekatan kualitatif 

adalah bersifat alamiah, menggunakan perspektif emic, dan mengutamakan 

data langsung. 

 Pendekatan kualitatif adalah menggunakan data berupa kata-kata, 

pernyataan, catatan lapangan, dokumen, dan rekaman suara yang di dapat 

untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti 

(Khairawati, 2018: 8). Penelitian merupakan suatu proses dalam pemecahan 

masalah dengan hati-hati dan ditegaskan lebih lanjut oleh Hillway (1956) 

yang dimana penelitian ialah suatu metode studi yang dilakukan seseorang 

dengan melalui penyelidikan secara berhati-hati agar sempurna terhadap 

suatu masalah sehingga dapat pemecahan yang sesuai terhadap masalah 

(Khairawati, 2018: 2). 

 Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kualitatif sangat cocok untuk dalam penelitian. Dikarenakan dalam tahap 

penelitia saya bersifat sosial antara pihak perusahaan dan pihak konsumen.  

 Pendekatan Kualitatif ini digunakan untuk karena beberap 

pertimbangan, yang pertama pendekatan kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan ganda, yang kedua dapat menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan dapat menyesuaikan antara peneliti dengan 

responden, yang ketiga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai 

yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 1996: 178). 
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D. Setting Penelitian 

 Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat 

penting dan telah ditemukan ketika menempatkan fokus penelitian. Setting 

dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak 

awal penelitian. Setting penelitian ini menunjukkan komunitas yang akan 

diteliti dan sekaligus kondisi fisik dan sosial mereka. Dalam penelitian 

kualitatif setting penelitian akan menunjukkan lokasi penelitian yang 

langsung melekat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal. 

Setting penelitian ini tidak dapat diubah kecuali fokus penelitianya diubah. 

 Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian 

ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan 

memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. 

Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, seperti: 

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok yang berkaitan dengan Transaksi pengiriman barang 

yang menyangkut pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE. 

2. Informan utama, yaitu mereka yang terlihat langsung dalam transaksi 

pembulatan pengiriman barang yang diteliti dalam hal ini peneliti 

memilih karyawan bagian menimbang barang atau counter pelayanan di 

PT. JNE sebagai informan. 

 Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang 

direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian yang 
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dalam hal ini peneliti memilih Kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak 

sebagai objek penelitian. 

E. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana data tersebut 

diperoleh, sumber data sangat diperlukan dalam penelitian, karena sumber 

data akan menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. 

Adapun penulis memilih sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer 

 Sumber data primer menurut Hilmah Hadikusuma (1995) adalah 

data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya 

yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data yang didapat 

oleh peneliti langsung dikumpulkan dari sumber pertamanya. Data 

primer adalah sumber data yang diambil secara langsung oleh peneliti 

melalui observasi dan wawancara. Adapun pihak yang akan di 

interview yaitu Karyawan JNE dan Konsumen JNE. Dalam hal ini 

berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelitian 

lapangan. Dan yang saya wawancarai terdapat dari lima orang, yang 

pertama pihak HRD yang bernama Pak Wandi, dan yang kedua pihak 

karyawan bagian menimbang, yang bernama Kak Sri Melyawanti, dan 

yang ketiga itu tiga orang dari konsumen. Dari hasil wawancara 

tersebut merupakan data primer dalam penelitian saya, yang terkait 

pembulatan timbangan barang, yang dilakukan oleh PT. JNE Cabang 

Utama Pontianak. 
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2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung 

dengan mengambil kumpulan dan himpunan sebelumnya oleh pihak 

lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh melalui berbagai website, 

perpustakaan, fiqih muamalah, Jurnal, Undang-undang, dan artikel 

karya ilmiah yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam 

melakukan penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah tujuan utama dalam penelitian karena 

untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, yang sedang 

dicari. Cara untuk memperoleh pengumpulan data ini, peneliti mengambil 

pengumpulan data seperti berikut: 

1. Penelitian lapangan  

 Teknik penelitian lapangan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara 

turun langsung kelapangan untuk mengadakan penelitian dengan tujuan 

supaya mendapatkan data-data yang valid yang berhubungan dengan 

topik ini.  

2. Observasi 

 Observasi adalah suatu pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti untuk terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan 

mendapatkan informasi yang diinginkan. Pengumpulan data yang 

dilakukan dengan turun langsung kelapangan yang berlokasi di JNE 

Cabang Utama Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. 
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yang menjadi objek dari penelitian ini mengenai pembulatan timbangan 

pengiriman barang. 

3. Wawancara 

 Menurut Burhan Bugin (2004) wawancara merupakan proses 

percakapan dengan tujuan untuk mengkonstruksi mengenai kejadian, 

kegiatan, orang, organisasi, perasaan dan sebagiannya, yang dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan 

kepada yang diwawancarai. Wawancara yaitu metode pengumpulan 

data yang diambil melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan 

kepada Karyawan JNE Cabang Utama Pontianak, dan Konsumen yang 

dilakukan secara sistematis dan berlandasan dengan tujuan dari peneliti. 

Dengan melakukan wawancara, peneliti bisa mendapatkan data secara 

langsung. Komunikasi langsung yang digunakan dalam bentuk tanya 

jawab agar dapat menangkap pemahaman, ide dan pengalaman bagi 

peneliti. 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan terdahulu berupa gambar, tulisan 

atau argumentasi yang bisa digunakan untuk membantu penulis dalam 

mendapatkan informasi. Dokumentasi juga merupakan perlengkapan 

dari observasi. Alat yang digunakan untuk dokumentasi berupa kamera 

dan alat perekam lainnya. 
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G. Lokasi Penelitian 

 Peneliti melakukan penelitian ini berlokasi di JNE Cabang Utama 

Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Peneliti memilih 

lokasi ini karena sesuai dengan Kantor PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) 

Cabang Utama Pontianak. 

H. Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data merupakan alat yang digunakan disaat turun 

langsung kelapangan, alat yang di pakai peneliti yakni berupa pedomanan, 

wawancara, alat tulis, handphone, dll.  

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

 Berdasarkan beberapa sumber buku metode penelitian, peneliti 

menemukan ada banyak teknik pemeriksaan keabsahan data yang sering 

digunakan. Teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai cara untuk meyakin 

bahwa data yang diperoleh itu benar, tanpa ada rekayasa. Dengan dmikian 

dibutuhkan beberapa cara untuk menentukan keabsahan data. Dalam menguji 

keabsahan data yang dipakai peneliti ini dengan uji keabsahan data 

menggunakan uji kredibilitas, dengan menggunakan tekni berikut: 

1. Triangulasi 

 Triangulasi ini merupakan uji kredibilitas dari pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sumber lain. Menurut Sugiyono (2013), terdapat dari dua 

macam triangulasi sebagai berikut: 
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a. Triangulasi data 

Teknik triangulasi data ini dipakai untuk menguji kredibilitas 

data yang dihasilkan dari observasi, dan dilanjutkan dengan 

wawancara, dan dokumen. Dari hasil observasi, wawancara, 

dokumen, itu hasilnya sama mengenai pembulatan yang dilakukan 

PT. JNE. 

b. Triangulasi sumber 

 Triangulasi sumber ini digunakan untuk menguji 

kredibilitas data, dengan menggunakan penelitian data dan 

mengecek data yang diperoleh peneliti melalui bebarapa sumber, 

pihak pertama Staff HRD PT. JNE, dan dilanjuti pihak kedua dari 

karyawan bagian penimbang barang, dan pihak ketiga ini dari 

konsumen, dari ketiga pihak itu diwawancarai dengan pedoman 

wawancara yang sama, mengenai pembulatan timbangan di PT. 

JNE.   

2. Member check  

 Member check adalah proses pengecekan data yang didapatkan peneliti 

kepada informan. Agar mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.teknik ini mengecek atau 

meninjau kembali data pokok seperti peneliti melaksanakan pengecekan 

data kembali dengan meyakinkan hasil wawancara yang didapatkan 

peneliti dari informan baik staff HRD, staff bagian penimbang,  dan 

konsumen. 
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J. Analisis Data 

 Setelah semua data yang diperlukan berhasil untuk dikumpulkan maka 

selanjutnya, peneliti menganalisis data menggunakan metode pendekatan 

normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan bahan utama dengan cara 

menelaah hasil penelitian yang sesuai dengan konsep, akad ijarah, asas-asas 

hukum, perundang-undangan, dan kompilasi hukum ekonomi syariah yang 

berhubungan dengan penelitian. Cara berpikir yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah instrumen berpikir pola deduktif dan induktif.  

 Menganalisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan 

dengan cara merangkum data tersebut kedalam kategori, dan menjabarkan 

lebih detail yang harus dipelajari dan yang penting, dan terakhir membuat 

kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami baik untuk diri sendiri maupun 

orang lain. Dan tahap dalam melakukan analisis terhadap data-data yang 

dilakukan peneliti, yaitu: 

1. Pengumpulan Data, yakni proses dalam pengumpulan data, yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, dan 

observasi. 

2. Reduksi Data, yakni mereduksi, merangkum dan mengambil hal yang 

pokok, yang memfokuskan pada hal yang tertentu.  

3. Penyajian Data, yakni sekumpulan informasi yang sistematis dan 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Yakni data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini, yang dikemukan di bab IV. 
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  BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum  

1. Profil PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir)  

Menurut Wandi, Staff HRD PT. JNE Cabang Utama Pontianak 

mengatakan bahwa PT. JNE berdiri pada tanggal 26 November 1990 yang 

didirikan atau dibangun oleh Alm. Hj. Soeprapto Suparno yang dikenal 

dengan perusahaan PT. Tiki Jalur bergerak di bidang jasa pengiriman 

barang yang berpusat di Jakarta. Dan PT. JNE bukan hanya mengirim 

barang di Indonesia, akan tetapi terdapat penanganan impor kiriman 

barang dari luar negeri seperti dokumen.  

Dalam selama setahun TIKI dan JNE sudah berkembang dan 

menjadi dua perusahaan yang berbeda dan mempunyai tujuan yang 

berbeda, dan pada akhir nya TIKI dan JNE sudah menjadi persaingan, dan 

PT. JNE sudah mempunyai logo sendiri yang membedakan dengan dengan 

perusahaan TIKI. Pada tahun 2002 sudah membeli gedung-gedung dan 

mendirikan JNE Operations Sorting Center. Yang berpusat di Kantor JNE 

yang didirikan pada tahun 2004, dari keduanya berada di Jakarta. Dan 

sekarang PT. JNE sudah beredar dan cabang dari PT. JNE sendiri sudah 

sampai seluruh Indonesia, yang termasuk di Kalimantan Barat, dan di
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Kalbar sudah memencar berbagai Kabupaten dan sampai ke perdesaan 

(www.jne.co.id di akses pada tanggal 16 Februari 2022). 

PT. JNE mengedepankan teknologi sekaligus sumeber daya manusia 

yang menjadi sebagai pengembangan, dari mesin X-Ray, GPS, sampai alat 

komunikasi satelit. Pertumbuhan PT. JNE semakin baik dari tahun ke 

tahun, bahkan PT. JNE diatas rat-rata pertumbuhan dalam industri. Industri 

sendiri berkembang hanya sebesar 10% - 15%, berbeda dengan bisnis PT. 

JNE tumbuh hingga 20% tiap tahunnya. 

Komitmen dan kehandalan PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) ini 

sudah terbukti dengan diraihnya berbagai bentuk dari suatu penghargaan 

serta mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 atas manajemen mutu (Pak 

wandi, 16, 02, 2021. 10:00).  

2. Visi Dan Misi PT. Jalur Ekakurir Nugraha (JNE) 

a. Visi 

Menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya 

saing global. 

b. Misi  

Untuk memberi pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. 

3. Lokasi PT. JNE Cabang Utama Pontianak 

 Letak geografis PT. JNE Cabang Utama Pontianak yakni berada di 

jalan Gusti Hamzah No. 35, Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. 

Lokasinya sangat strategis karena terletak di samping jalan raya, dekat 

pasar dahlia, restoran GH Corner, dan sangat mudah dijangkau. 

http://www.jne.co.id/
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Gambar 1 

Lokasi PT. JNE Cabang Utama Pontianak 

 

B. Paparan Data Penelitian  

1. Mekanisme Pembulatan di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang 

Utama Pontianak 

Prosedur yang dilakukan pihak PT. JNE dalam menentukan berat itu 

menggunakan prosedur pembulatan apabila terjadi dalam suatu timbangan 

tersebut terdapat kekurangan dari satu kilo atau atau lebih dari satu kilo, 

maka pihak perusahaan melakukan pembulatan.  

“Menurut Pak Wandi (Rabu 16, 02, 2022). Menyebutkan setiap 

bilangan yang ganjil atau tidak sampai satu kilo atau lebih satu kilo, 

dan dari kelipatan tarif per kilonya tergantung dari daerah, yang 

dimana pihak PT. JNE. Menentukan prosedur dalam menentukan 

pembulatan itu dengan minimal 0,1 ons sampai maksimal 1, 3 Kg 

untuk dibulatkan menjadi 1 Kg”.  
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Sedangkan menurut staff bagian menimbang kak Sri Melyawanti 

mengatakan sebagai berikut: 

Adanya berat minimal, yakni berat minimal itu 1kg dibawah 1kg dan 

dibawah 1,3 kg tetap terhitung 1 kg, berat dibawah 1 kg karena harus 

adanya berat minimal 1 kg (Senin, 21, 02, 2022). 

  

Sedangkan yang menjadi alasan pihak PT. JNE melakukan 

pembulatan tersebut harus adanya berat minimal dari berat barang tersebut, 

dan menjadi aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan. 

Lebih rincian lagi dalam pembulatan yang dilakukan oleh PT. JNE 

Cabang Utama Pontianak sebagai berikut: 

a. Pembulatan yang menggunakan Mekanisme Aktual atau Progresif 

 Pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau progresif 

ini merupakan pembulatan yang menggunakan sistem timbang barang, 

seperti halnya menimbang biasa. Sebagaiama dari hasil wawancara 

bersama Staff HRD dan Staff bagian menimbang barang sebagai 

berikut:  

 Menurut Pak Wandi selaku HRD di PT. JNE Kantor Cabang 

Utama Pontianak mengatakan bahwa: 

“Pembulatan yang menggunakan mekanisme aktual atau 

progresif ialah barang yang dikirim yang melalui PT. JNE yang 

dimana berat barang tersebut sesuai dengan bungkusan atau 

kemasan dari barang tersebut, misalkan barang berupa pakaian 

atau tas, dll. Yang dikemas sesuai atau pas dengan barang 

tersebut, jadi pembulatan tersebut tidak perlu dihitung lagi 

(Rabu, 16, 02,2022, pukul 10:11)”. 

 

 Sedangkan menurut Staff bagian penimbang barang mengatakan 

bahwa: 
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“Pembulatan yang dilakukan tidak menggunakan hitungan, 

yakni bahwa berat tersebut sesuai dengan isi dari barang 

tersebut, jadi tidak diperlukan lagi untuk mengukurnya, seperti 

contoh packingan yang berupa pakaian, atau tas, dll. Yang 

dibungkus sesuai atau dengan dengan isi tersebut (Senin, 21, 02, 

2022). 

 

 Berikut bentuk dari pembulatan yang menggunakan mekanisme 

aktual atau progresif 

Tabel: 1 

Mekanisme Pembulatan Progresif 

Batas Berat Pembulatan 

> 0,3 kg 1 kg 

< = 1,3 kg 1 kg 

> 1,3kg 2 kg 

< = 2,3 kg 2 kg 

> 2,3 kg 3 kg 

< = 3,3 kg 3 kg 

>3,3 kg 4 kg 

Sumber : Sri Melyawanti (Staff Penimbang) 

b. Pembulatan yang Menggunakan Mekanisme Volume  

 Pembulatan volume merupakan pembulatan yang dilakukan 

menggunakan hitungan volumetrik, yang dimana pihak PT. JNE 

melakukannya dikarenakan berat suatu barang tidak sesuai dengan 

ukuran bentuk barang tersebut.  

 Berdasarkan hasil wawancara bersama Staff bagian menimbang di 

PT. JNE sebagai berikut: 

“Menurut Kak Sri Melyawati, mengatakan pembulatan yang 

dilakukan atau menggunakan mekanisme volume ini, setiap 

barang yang akan dikirim tersebut lebih besar kemasan dari isi 

dari kemasan tersebut ini akan membuat ( pada tanggal 21,02, 

2022. Pukul 10:03)”.  

 



48 
 

 
 

 Seperti pengiriman yang kemasan atau packing kayu yang dimana 

packing kayu dilakukan untuk menghindari kecacatan suatu barang 

yang isinya mudah pecah atau isi dalam packing tersebut berbentuk 

benda digital. Dari packing kayu tersebut mempunyai tiga perbedaan 

dalam menentukan suatu berat yaitu: 

1) Packing Kayu untuk kiriman yang menggunakan asli standar 

pabrik dan bukan kategori barang pecah belah, seperti contoh: 

TV/Monitor, Kompor listrik, X- Banner, AC, Laptop, dan printer. 

(𝑃 + 13) × (𝐿 + 5) × (𝑇 + 5)

6.000
=  𝐾𝑔 

2) Packing Kayu untuk kiriman yang memerlukan peredam dari 

guncangan dalam atau kiriman elektronik yang kemasannya 

bukan lagi kemasan aslinya atau bukan standar pabrik. Seperti 

contoh: TV/Monitor, Kipas Angin, Downlight, dan Susu Kaleng.  

(𝑃 + 17) × (𝐿 + 9) × (𝑇 + 5)

6.000
= 𝐾𝑔 

3) Packing Kayu untuk kiriman yang mudah pecah atau kiriman 

yang tidak menggunakan kemasan. Seperti contoh : Knalpot, 

Bumper, Kosmetik, Acrylic, Pigura (tanpa kaca) 

(𝑃 + 19) × (𝐿 + 12) × (𝑇 + 12)

6.000
=   𝐾𝑔 

 Dari mekanisme pembulatan yang menggunakan volume itu 

digunakan apabila berat suatu paket atau barang apabila telah dihitung 

menggunakan rumus diatas jika hasilnya lebih dari 3 kg, maka 

mekanisme pembulatannya itu menggunakan pembulatan volume, 
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akan tetapi jika hasil hitungan tersebut kurang dari 3 kg maka 

hitungan pembulatannya itu menggunakan progresif atau aktual 

tersebut.  

 Seperti contoh disaat melakukan observasi cara menentukan berat 

timbangan dari suatu barang yang dikirim yang menggunakan 

mekanisme volumetrik: 

Gambar 2 

Mekanisme Volumetrik yang sudah terjadi pembulatan 

 

 Gambar di atas merupakan bentuk dari proses pembulatan yang 

menggunakan volumetrik yakni pembulatan yang dilakukan melalui 

pengukuran tidak menggunakan timbangan, yang dimana bila hasil 

dari pengukuran tersebut menunjukkan hasil 1,3 kg itu akan tetap 

menjadi 1 kg, akan tetapi hasil dari hasil hitungan tersebut 1,4 kg 

maka dari hitungan tersebut menjadi 2 kg, dan begitu seterusnya, 

berikut kelipatan dari hasil hitungan dari volumetrik. (Sri Melyawanti 

Staff Staff bagian menimbang barang, 21, 02, 2022, pukul 10:10) 
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Tabel 2 

Mekanisme Volumetrik 

Volume Pembulatan 

> 0,3 kg 1 kg 

< = 1,3 kg 1 kg 

> 1,3kg 2 kg 

< = 2,3 kg 2 kg 

> 2,3 kg 3 kg 

< = 3,3 kg 3 kg 

>3,3 kg 4 kg 

Sumber : Sri Melyawanti (Staff Penimbang) 

 Menurut Sri Melyawanti (Staff bagian menimbang barang, 21, 02, 

2022, pukul 10:10) mengatakan alasan melakukan pembulatan ini 

dikarenakan sudah menjadi aturan dari pusat PT. JNE, dan untuk 

mempermudah untuk mengatur ongkos kirim yang akan dituju.  

 Akan tetapi dari hasil wawancara dengan salah satu konsumen PT. 

JNE yaitu saudara Ali ya’qub bahwa menurutnya, ia merasakan 

kebingungan dengan mekanisme volumetrik, yang dimana ia lebih 

rugi besar dengan menggunakan mekanisme volume ini tidak sesuai 

dengan berat yang ditimbang, yang dimana kalau dihitung 

menggunakan volume maka terhitung sangat berat, akan tetapi kalau 

ditimbang beratnya tidak melebihi dari hitungan volume.  

2. Sistem Tarif dan Kelipatan  

  Dengan hitungan pembulatan di atas sangat berpengaruh dalam 

menentukan tarif barang yang akan dikirim, sedangkan dalam sistem PT. 

JNE dalam menentukan tarif pengiriman barang itu ditentukan dengan 

berat suatu barang dan jangkauan yang akan ditempuh. Sebagaimana dari 
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hasil wawancara dengan pak Wandi selaku Staff HRD di PT. Cabang 

Utama Pontianak sebagai berikut: 

“Menurut pak Wandi menggunakan sistem tarif daerah, yang 

dimana menggunakan zona A itu provinsi, zona B itu tingkatan 

Kabupaten, zona C itu tingkatan Kecamatan, dan zona D itu 

tingkatan Daerah. Sedangkan terkait harga dari jasa tersebut 

tergantung sesuai dengan lokasi atau zona daerahnya, sedangkan 

terkait pembulatannya itu sama dalam sistematika itu sama 

dalam pembulatan tersebut (Staff HRD, 16, 02, 2022, pukul 

10:10)”.  

  

  Semakin berat barang atau paket yang akan dikirim maka semakin 

mahal biaya pengirimannya dan apabila target pengiriman itu berada diluar 

daerah atau di luar provinsi maka biayanya akan mahal, terkait pembulatan 

dari barang atau paket tersebut mengikut dari harga satu 1 kg, jarak target, 

dan barang atau paket tersebut dikirim menggunakan transportasi itu 

menggunakan jalur udara atau menggunakan jalur darat, dari hal itu akan 

mempengaruhi dari lipatan tarif dari barang atau paket yang akan dikirim. 

  Dalam penentuan tarif PT. JNE juga melakukan atau menggunakan 

pembulatan, yakni pembulatan yang dimaksud adalah apabila kota 

tujuannya ke ketapang dan beratnya 1 kg maka tarifnya Rp. 36.500 (tiga 

puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan apabila berat dari suatu barang 1,4 

kg maka tarif tersebut berlipat menjadi Rp. 73.000 (tujuh tiga ribu rupiah) 

jadi semakin bertambahnya berat barang tersebut maka tarif akan berlipat 

menjadi Rp. 36.500 (tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan 

seterusnya. 
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  Dengan adanya pembulatan timbangan para pengguna jasa 

pengiriman barang di PT. JNE Cabang Utama Pontianak, merasa dirugikan 

yang dinyatakan dalam wawancara oleh saudara Ali Ya’qub, bahwa: 

“Menurut Ali ya’qub selaku konsumen, beliau merasa dirugikan 

dengan adanya pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE 

Cabang Utama Pontianak, kalau pembulatannya itu tidak jauh 

beliau ikhlas, akan tetapi yang dilakukan oleh pihak JNE yang 

melakukan pembulatan itu sangatlah jauh, yang dimana berat 

1,4 kg dibulatkan ke 2 kg, dengan berat segitu maka yang bayar 

akan lebih mahal, saya sebenarnya rela, hanya saja jika 

pembulatannya terlalu jauh, saya agak keberatan seperti kita 

ngirim barang 1,4 kg malah dibulatkan menjadi 2 kg bagi saya 

itu terlalu jauh dalam pembulatan” (Selasa, 8, 02, 2021, pukul 

13:30)”. 

 

  Bukan sekedar dari saudara Ali ya’qub, akan tetapi dari saudara 

Ari, juga mengalami hal yang sama, bahwa: 

“Menurut Ari selaku konsumen yang sering menggunakan jasa 

pengiriman di PT. JNE Cabang Utama Pontianak, Saya 

mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan pihak PT. JNE, 

saya kurang setuju dengan pembulatan, dikarenakan saya 

dirugikan, karena pembulatan yang dilakukan itu sangat jauh, 

misalnya berat barang saya 1,4 kg itu langsung dibulatkan 

menjadi 2 kg, otomatiskan yang harus bayar itu dua kali lipat 

dari harga 1 kg. Saya sih rela apabila pembulatan tersebut tidak 

begitu jauh dari pembulatannya” (Rabu, 08, 02, 2021, pukul 

15:21). 

 

  Hasil wawancara dengan saudari Muhammad Syakur selaku 

konsumen di PT. JNE Cabang Utama Pontianak, bahwa: 

“Menurut Saudara Muhammad Syakur mengatakan saya tidak 

mengetahui terkait pembulatan yang dilakukan oleh PT. JNEg, 

saya hanya diketahui jumlah harga yang harus saya bayar, saya 

baru tau dari anda, kalau rela atau tidak rela, lebih jelasnya tidak 

rela dikarenakan ini menjadi penipuan terhadap saya, karena di 

nota yang diberikan pas 3 kilogram (kg). 
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  Dari hasil wawancara di atas bahwa pembulatan yang dilakukan 

oleh PT. JNE sangat jauh sekali, dan konsumen merasakan dirugikan dan 

kebanyakan dari mereka tidak rela terkait pembulatan tersebut. 

3. Akad Transaksi antara kedua belah pihak dalam Praktik Pembulatan 

 Dalam transaksi, peneliti telah melakukan wawancara kepada HRD 

PT. JNE Cabang Utama Pontianak dan karyawan bagian menimbang 

barang di PT. JNE Cabang Utama Pontianak, yaitu Pak Wendi dan Kak Sri 

Melyawanti, bahwa pembulatan ini sudah dilakukan dari pertama 

berdirinya PT. JNE bahwa setiap timbangan yang lebih dari satu kilo atau 

lebih dari satu kilo maka akan dibulatkan dan sudah menjadi ketentuan 

dari perusahaan.  

 Namun dari beberapa orang yang menjadi pelanggan dari PT. JNE 

tidak mengetahui bahwa adanya pembulatan yang dilakukan pihak 

perusahaan, yang mereka ketahui hanya bentuk dari nominal timbangan 

dan harga yang diberitahukan oleh karyawan bagian menimbang barang. 

Yang saya tangkap Staff HDR PT. JNE Cabang Utama Pontianak dan 

karyawan bagian menimbang, yakni harus ada berat minimal dari berat 

barang tersebut. 

 Sedangkan akad yang dilakukan oleh pihak PT. JNE yakni dengan 

zhahir saja, dan ada akad yang dilakukan melalui cash atau kredit, dari 

cash dan kredit mempunyai perbedaan dari PT. JNE, kalau cash itu tidak 

perlu menjadi member dari pihak PT. JNE, akan tetapi kalau akad yang 

dilakukan kredit ini harus tercatat member dari PT. JNE.  
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“Menurut Kak Sri Melyawanti (Staff bagian Menimbang, 21, 

02, 2022), mengatakan akad yang dilakukan yaini menggunakan 

akad zhahir dan terkait pembayaran yang dilakukan yakni 

dengan cash atau kredit”. 

 

4. Produk dalam Pelayanan PT. JNE Cabang Utama Pontianak 

 Menurut Kak Sri Melyawanti dalam sistem produk dalam pelayanan 

ini terdapat beberapa sistem yaitu: 

a. Super Spit yakni dengan layanan produk yang menjanjikan hari ini 

kirim, hari ini juga akan sampai, dengan produk layanan ini 

mempunyai syarat dan ketentuan berlaku. 

b. YES (yakin esok sampai) yakni dengan layanan produk yang 

menjanjikan hari ini kirim, besok akan sampai, dengan layanan 

produk YES ini mempunyai syarat dan ketentuan berlaku. 

c. Reguler yakni pelayanan produk yang menengah, dengan layanan 

ini mempunyai estimasi sampai yang dimana biasanya sesuai 

jangkau wilayah atau daerah yang akan dituju, untuk estimasi ini 

biasanya tujuh hari sampai ada juga hanya tiga hari sampai.  

d. OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) yakni dengan layanan produk 

yang pengiriman ke seluruh Indonesia dengan harga yang 

ekonomis, kiriman yang menggunakan OKE membutuhkan waktu 

yang lama tidak seperti reguler, dan tergantung dari zona 

daerahnya, semakin jauh zona daerah maka semakin lama barang 

itu akan sampai.  
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e. JTR (JNE Trucking) yakni pelayanan pengiriman dalam jumlah 

besar dengan menggunakan Truck yang melalui jalur darat dan 

jalur laut dengan harga yang bersaing. 

f. JNE Cargo yakni pelayanan produk ini merupakan pelayanan untuk 

pengiriman yang berat barang tersebut melebihi dari 10 kg, atau 

kiriman yang sangat berat. 

C. Temuan Penelitian 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian bahwa yang 

dilakukan oleh pihak PT. JNE ini sudah menjadi kebiasaan atau sudah 

menjadi aturan yang tetap. Pembulatan yang dilakukan sudah dari berdirinya 

PT. JNE dan sekarang sudah menjadi sistem untuk memasukkan harga berat 

dari barang tersebut. 

 Dalam praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak PT. 

JNE sudah menjadi kebiasaan dari pihak mereka, dan terkadang pihak 

karyawan biasanya memberitahukan bahwa hasil dari timbangan barang 

tersebut dibulatkan, semakin lama-kelamaan pihak karyawan tidak 

memberitahukannya lagi, sampai sekarang, bagi konsumen yang baru tidak 

mengetahui bahwa timbanganya itu dibulatkan. 

 Adanya temuan dalam penelitian ini terdapat transaksi terhadap jasa 

pengiriman barang adanya praktik pembulatan timbangan di PT. JNE (Jalur 

Nugraha Ekakurir) Cabang Utama Pontianak. Akan tetapi ada konsumen 

yang meridhoi dan ada yang tidak meridhai, sebab salah satu konsumen 
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tersebut tidak mengetahui terkait pembulatan dan jauhnya hitungan 

pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE. 

 Dalam transaksi yang dilakukan oleh PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) 

Cabang Utama Pontianak ini merupakan suatu transaksi dalam akad ijarah, 

yakni upah dalam pembelian jasa yang dilakukan oleh konsumen dengan PT. 

JNE, dalam transaksi tersebut terdapat ketidakadilan terkait timbangan 

tersebut, yang dimana dalam KHES pasal 317 yang menyebutkan bahwa 

kelebihan waktu dalam akad ijarah yang dilakukan oleh musta’jir, harus 

dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Dalam pasal tersebut terkait 

kelebihan waktu harus dibayar sesuai dengan kelebihannya, tapi pihak PT. 

JNE Cabang Utama Pontianak tidak melakukan seperti yang terkandung 

dalam pasal tersebut, mereka langsung membulatkan sesuai aturan dari PT. 

JNE. 

 Terkait nota atau struk pembayaran jasa tersebut menunjukkan sesuai 

dengan timbangan asli (hasil timbangan sebelum dibulatkan), dan sedangkan 

pembayaran tersebut lebih dari hasil timbangan aslinya, yakni dua kali lipat 

dari harga perkilonya, disitu terdapat ketidakjelasan terkait dengan 

pemberitahuan dalam pembulatan sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal 4 

ayat dan pasal 7 ayat yang menyebutkan pelaku usaha wajib memberikan 

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan 

perbaikan”. 
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D. Pembahasan Temuan Penelitian 

 Pembahasan adalah rincian dari paparan dan analisis data yang 

didapatkan dari hasil wawancara dan observasi penelitian terhadap beberapa 

pelaku konsumen dan pelaku usaha di PT. JNE yang menjadi objek penelitian 

di Kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak, data-data peneliti yang sajikan 

telah peneliti lakukan sebaik mungkin dan disederhanakan sehingga mudah 

untuk di pahami. 

1. Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE 

(Jalur Nugraha Ekakurir) Perspektif KHES 

 Akad memiliki posisi dan mempunyai peranan yang paling penting 

dalam persoalan mu’amalah. Bahkan akad menjadi salah satu syarat sah 

atau tidaknya suatu transaksi, bahkan akad sudah terjadi dilakukan oleh 

para pihak maka akad tersebut menjadi akibat hukum bagi para pihak. 

Dengan adanya akad tersebut akan berpengaruh kedepannya, seperti 

kewenangan dari barang atau jasa. 

 Pada umumnya, materi atau aspek mu’amalah yakni sangat 

berkaitan dengan masalah akad, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah terdapat pada pasal 59 yakni “kesepakatan dapat dilakukan 

dengan tulisan atau lisan, dan isyarat, dan kesepakatan sebagaimana 

dimaksud dalam Ayat 1 memiliki hukum yang sama” dapat dianalisis 

dari pasal tersebut bahwa suatu akad harus mempunyai tanda 

kesepakatan dari para pihak. 
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 Praktik pembulatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE yakni 

terdapat kenyataan bahwa pihak PT. JNE tidak meminta persetujuan dari 

konsumen yang berakibat merugikan bagi konsumen. Dalam etika bisnis 

harus berbentuk transparan (tidak ada yang ditutup-tutupi) yakni harus 

terbuka, maka dalam hal ini dapat melanggar dari etika berbisnis. 

 Menurut kajian fiqh mu’amalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT. JNE (Jalur Nugraha 

Ekakurir) merupakan salah satu dari bentuk transaksi dalam Islam, yakni 

transaksi akad Ujrah (upah-mengupah) dikarenakan pihak PT. JNE 

menjual jasa pengiriman barang yang dimana konsumen memperoleh 

suatu manfaat dari jasa pengiriman tersebut. 

 Ijarah adalah suatu akad yang penukaran manfaat terhadap sesuatu 

dengan memberikan imbalan atau upah dalam jumlah tertentu. Hal 

tersebut sama halnya menjual manfaat jasa apabila dilihat dari segi 

jasanya. Sebagaimana yang disyariatkan dalam Al-Qur’an surah Al-

qashash ayat 26-27. 

 Firman Allah SWT Surah Al-Qashash ayat 26-27 

 ) ٢٦ ( الأمَِينُ  الْقَوِيُّ  جِرْتَ   قاَلَتْ إِ حْدا هُُاَ يََ أبََتِ اسْتَأْ جِرْهُ إِ نَّ خَيَْْ مَنِ اسْتَأْ 
ابْ نَتَيَّ هَا تَيْنِ عَلَى أَنْ تََْ جُرِني ثََاَ نيَ حِجَجٍ فإَِنْ قاَلَ إِني ِ أرُيِْدُ أنُْ أنَْكِحَكَ إِ حْدَى  

مِنَ الصَّا  أتََْمَْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُيِْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ ني إِنْ شَاءَ اللهُ 
 )٢٧ (لِحِينَ 

 

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang dapat dipercaya” (26). 
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“Berkatalah dia (Sua’aib): sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku in, atas 

dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 

cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari 

kamu, maka aku tidak hendak memberatkan kamu. Dan kamu 

Insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” 

(Qs. Al-Qashash ; 26-27). 

 

 Dari dua ayat diatas menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan, 

yang dimana dalam ayat tersebut bahwa praktek akad ijarah sudah 

dijelaskan secara rinci dan jelas, yang dimana seseorang yang telah 

memakai jasa atau menerima manfaat dari orang lain, haruslah 

membayarnya sesuai dengan apa yang telah terima manfaat atau jasa 

tersebut, dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. 

 Pengambilan manfaat dalam hal ini merupakan jasa pekerja yang 

berada di Kantor PT. JNE. Upah dari ijarah tersebut yakni berupa 

pembayaran, sedangkan pembayaran tersebut bukanlah dari sesuai 

hitungan yang tertera pada nominal asli pada saat menimbang barang, 

akan tetapi melalui satu tahap lagi yakni, tahap pembulatan dari hasil 

timbangan tersebut, yang dimana tarif harga pembayaran tersebut 

dibulatkan sesuai dengan hasil bulatan timbangan tersebut. 

 Dalam melakukan transaksi konsumen mendatangi Kantor PT. JNE 

untuk mengirim barang, di saat melakukan transaksi konsumen terlebih 

dahulu diberikan produk apa yang konsumen inginkan dalam pengiriman 

barangnya, produk yang ditawarkan oleh pihak PT. JNE yaitu terdapat 6 

produk diantaranya SS, YES, REG, REG, JNE TRUCKING, dan JNE 

CARGO. Setelah konsumen memilih salah satu dari produk tersebut, 
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barulah barang tersebut ditimbang dan dilakukan pembulatan apabila 

barang tersebut tidak sampai 1 kg, atau lebih 1 kg, dan pihak PT. JNE 

memberitahukan jumlah yang tarif harga yang harus dibayar.  

 Dari transaksi diatas yang dilakukan pihak PT. JNE di dalam akad 

telah sah karena memenuhi rukun dan syarat, dan di dalam KHES pasal 

295 menyebutkan bahwa: 

a. Musta’jir yakni orang yang menggunakan jasa atau manfaat dari 

suatu jasa tersebut. 

b. Mu’ajir yakni orang yang memberikan jasa atau manfaatnya 

kepada orang lain. 

c. Ma’jur yakni barang yang akan digunakan sebagai pengiriman 

barang. 

d. Akad yakni transaksi antara pihak PT. JNE dan Konsumen. 

 Akan tetapi kalau ditinjau dari akadnya menjadi ketidakjelasan 

dikarenakan pihak PT. JNE melakukan pembulatan tersebut tidak 

diberitahukan kepada konsumen, dari itu menyebabkan konsumen tidak 

mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh pihak PT. JNE. 

 Dari hasil penelitian, peneliti menemumakan konsumen yang 

merasa dirugikan pada transaksi, dalam proses penimbangannya pihak 

Kantor PT. JNE tidak memberikan penimbangan yang asli melainkan 

memberikan penimbangan sudah dibulatkan, seperti contoh berat suatu 

barang yang timbang itu menunjukkan angka 400 gram maka yang 

diberitahukan harganya sebesar harga 1 kilogram (kg), dan apabila 
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barang tersebut menunjukkan angka 1,4 kilogram (kg) maka yang 

diberitahukan harga sebesar 2 kilogram (kg), dan begitu seterusnya 

sesuai dengan kelipatan pembulatannya (Sri Melyawanti, Staff bagian 

menimbang, 21, 02, 2022, pukul 10:10).  

 Jika dianalisis dari penemuan diatas maka prinsip dalam 

melakukan akad tersebut itu dibolehkan atau mubah, selama tidak ada 

dalil-dalil yang melarangnya, untuk melakukan teransaksi yang 

dilakukan oleh PT. JNE, akan tetapi yang dilakukan oleh pihak Kantor 

PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) yang terkait menggunakan mekanisme 

pembulatan timbangan yang dimana bertentangan dengan dalil-dalil Al-

Qur’an, dan di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

 Dalam firman Allah dalam surah Al-Israa ayat 35 yang berbunyi:  

 اِذَا كِلْتُمْ وَزنُِ وْا بِالْقِسْطاَ سِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَلِكَ خَيٌْْ وَّاَحْسَنُ تََْوِيْلًا وَاوَْفُوا الْكَيْلَ    
 

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 

timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs. Al-Israa, ayat 35). 

 

 Didalam pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

menyebutkan bahwa: 

a. Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas 

b.  Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, atau 

syarat” 

 Dan terkait dengan pembayaran atau upah terhadap pengiriman 

barang terjadi simpang siur atau ketidakjelasan dikarenakan pihak PT. 
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JNE telah melakukan pembulatan dan tarif harga sesuai dengan tarif 

pembulatan tersebut, seperti contoh misalkan barang tersebut timbang 

melebihi 1,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, sedangkan dari 

harga per kilonya Rp. 26.000, maka pihak konsumen wajib membayar 

Rp. 52.000, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) yang terdapat dalam pasal 317 menyebutkan bahwa kelebihan 

waktu dalam akad ijarah yang dilakukan oleh musta’jir, harus dibayar 

berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. Dari sini dapat dianalisis bahwa 

musta’jir harus membayar sesuai dengan kelebihan berat timbangan 

tersebut, seperti contoh apabila berat barang musta’jir tersebut 1,4 kg 

maka musta’jir harus membayar Rp. 30.400. Akan tetapi pihak PT. JNE 

tidak memberikan seperti itu melainkan harga yang sudah dibulatkan.  

 Dari analisis tersebut dapat diartikan bahwa pihak PT. JNE telah 

mengambil harta dari konsumen, apabila konsumen tidak mengetahui 

dari pembulatan tersebut, dan apabila konsumen telah mengetahui akan 

tetapi tidak meridhai terkait pembayaran, maka kelebihan tersebut 

menjadi uang haram. Dan akad tersebut menjadi batal dikarenakan 

ketidaktahuan konsumen terkait pembulatan tersebut. 

2. Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE 

(Jalur Nugraha Ekakurir) Perspektif Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen No. 8 Tahun 1999 

 Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang sering dipakai 

untuk memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum yang 
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diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi 

kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. 

Undang-Undang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

terhadap konsumen. 

 Perlindungan konsumen mempunyai sebuah cakupan yang luas, 

yang melibatkan perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang 

memulai dari tahap suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa, 

yang memulai dari tahap kegiatan tersebut untuk mendapatkan barang 

atau jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa 

tersebut. 

 Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah untuk 

memperoleh suatu perlindungan yang diderita atas transaksi suatu barang 

atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya 

kepastian hukum terhadap konsumen. Sedangkan tujuan dari 

perlindungan konsumen ini terkandung dalam pasal 3 yaitu sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan suatu kesadaran, kemampuan dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menhingdarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. 
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c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, serta 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, keamanan, 

kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan konsumen. 

 Pasal 3 Undang-Undang perlindungan konsumen ini, ialah isi dari 

pembangunan Nasional sebagaimana yang terkandung dalam pasal 2 

yaitu: “Perlindungan Konsumen yang berasaskan manfaat, berasaskan 

keadilan, berasaskan keseimbangan, berasaskan keamanan, dan 

berasaskan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Karena 

tujuan dari perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir 

yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum 

perlindungan konsumen. 

 Penemuan di lapangan bahwa bentuk perlindungan hukum yang 

dilakukan oleh pihak JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) ialah tidak 

menjelaskan secara detail mengenai adanya pembulatan timbangan yang 

dilakukan. Pihak JNE hanya memberitahukan harga dengan tarif yang 
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sudah dibulatkan dan pihak JNE tidak mengetahui bagaimana Undang-

Undang dan pasal yang terkait dengan pembulatan timbangan dan cara 

menjelaskan kepada konsumen, melainkan hanya menjalankan tugas 

melayani konsumen yang datang. 

 Menurut pak Wandi selaku HRD di kantor PT. JNE Cabang Utama 

Pontianak yakni: 

“Untuk dasar hukum di sini tidak ada, akan tetapi di PT. JNE 

Cabang Utama Pontianak menggunakan aturan dari Management 

perusahaan”(Rabu, 16, 02, 2021. 10:00). 

 

 Dari hasil wawancara tersebut salah satu kekurangan pihak PT. 

JNE yakni terkait peraturan, dan pihak tidak ada dasar hukum yang 

mengatur, dan pengetahuannya kurang luas sehingga, ketika menjalankan 

tugasnya tidak didasari pengetahuan mengenai Undang-Undang hanya 

menjalankan kewajiban sesuai instruksi pemilik kantor PT. JNE. 

 Berdasarkan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen terkait dengan hak dan kewajiban bagi 

konsumen dengan pelaku usaha yang dijelaskan sebagai berikut : 

a. Hak Konsumen yang terdapat pasal 4 Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999) 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa. 

2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan 

barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
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3) Hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai 

kondisi serta jaminan barang atau jasa. 

4) Hak untuk didengar pendapatan keluhannya atas barang atau 

jasa yang digunakan. 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif. 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau 

penggantian, apabila barang atau jasa diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

b. Kewajiban Konsumen yang terdapat pasal 5 Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999) 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi 

keselamatan dan keamanan. 

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

atau jasa. 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan. 



67 
 

 
 

c. Hak bagi Pelaku Usaha yang terdapat pasal 6 Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau 

jasa yang diperdagangkan. 

2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik. 

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen. 

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 

barang atau jasa yang diperdagangkan. 

5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

d. Kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 7 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

2) Memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai 

kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif. 
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4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

atau jasa yang berlaku. 

5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau 

menguji barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau 

garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan. 

6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atau 

kerugian akibat penggunaan, manfaat, dan pemakaian barang 

atau jasa yang diperdagangkan. 

7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila 

barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

 Jika ditinjau menggunakan Undang-Undang perlindungan 

konsumen, maka transaksi yang dilakukan atau ada di Kantor PT. JNE 

terdapat sedikit penyimpangan yakni terkait dengan pasal 4 ayat 3 yang 

mengenai dengan hak bagi konsumen yang dimana menyebutkan bahwa 

“hak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan 

jaminan barang atau jasa”. selanjutnya terkait pasal 7 ayat 2 yang 

mengenai dengan kewajiban bagi pelaku usaha yang dimana 

menyebutkan bahwa “pelaku usaha wajib memberikan informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa 

serta memberikan penjelasan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan”. 
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 Pada pengiriman barang di kantor PT. JNE yakni memanfaatkan 

jasa perusahaan dan melakukan kegiatan ekspedisi yang dalam hal ini 

biasa disebut dengan pengiriman barang. Dalam kegiatan atau proses 

pengiriman barang ini sangat erat hubungannya dengan antara pelaku 

usaha dan konsumen. Di saat melakukan atau sebelum melakukan proses 

pengiriman barang konsumen ditanya lebih dahulu pengirimannya ke 

zona atau daerah mana, sedangkan produk yang ada di kantor PT. JNE 

yakni : SS, YES, REG, OKE, JTR, dan JNE Cargo (Sri Melyawanti. 

Staff Penimbang Barang, 21, 02, 2022, pukul 10:10) .  

  Setelah selesai konsumen memilih produk yang digunakan atau 

diinginkan, barang tersebut akan timbang sesuai dengan berat suatu 

barang. Pada saat proses timbangan telah selesai maka dimasukkan berat 

barang tersebut, apabila berat barang tersebut pas 1 kg, maka hasil 

muncul di komputer 1 kg, akan tetapi berat suatu barang tersebut 

melebihi 1,3 kg, maka hitungan dalam komputer akan berubah menjadi 2 

kg.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak PT. JNE 

yang terkait tentang pembulatan timbangan dalam transaksi pengiriman 

barang, masih terdapat ketidaksesuaian dengan aspek yuridis yang ada. 

Dalam proses transaksi tersebut, konsumen ada yang merasa dirugikan 

dan ada yang tidak merasa dirugikan. Konsumen yang tidak merasa 

dirugikan tidak menjadi suatu persoalan untuk dirinya, akan tetapi pihak 

konsumen yang merasa dirugikan itu menjadi permasalahan tersendiri, 
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bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh hasil penimbangan oleh 

pihak Kantor PT. JNE disebabkan pihak Kantor PT. JNE melakukan 

pembulatan timbangan ini secara sepihak yang sudah diprogram dalam 

komputer. Konsumen hanya ditanyakan mau dikirim kemana, dan 

memberikan layanan produk yang ada di Kantor PT. JNE dan langsung 

memberikan penjelasan terkait produk tersebut, akan tetapi terkait 

dengan timbangan yang dibulatkan itu tidak diberitahukan, pihak 

karyawan yang menimbang hanya memberitahukan jumlah harga yang 

harus dibayar. Untuk terkait timbangan yang lebih dari 1,3 kilogram (kg) 

akan dibulatkan menjadi 2 kilogram (kg), dan apabila berat barang 

tersebut 2,4 kilogram (kg) akan dibulatkan menjadi 3 kilogram (kg), dan 

seterusnya dihitung sesuai dengan kelipatan tarif dan dengan harga yang 

sudah ditentukan oleh pihak Kantor PT. JNE. Diberlakukannya sistem 

pembulatan tersebut dengan alasan untuk: 

a. Untuk mempermudah proses perhitungan ongkos kirim karena 

peraturannya dari kantor pusat PT. JNE 

b. Dan ada berat minimal yakni 1 kilogram (kg) dan menjadi sistem 

otomatis dalam komputer. 

 Berdasarkan tinjauan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen, terkait dengan alasan yang diberikan 

oleh pihak Kantor PT. JNE tidak bisa menjadi acuan untuk memperoleh 

adanya pembulatan timbangan, berdasarkan dari Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk dalam perbuatan 
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yang dilarang bagi pelaku usaha, yang diatur dalam pasal 8 hingga pasal 

17, secara khusus yang mengatur mengenai perbuatan hukum yang 

dilarang bagi pelaku usaha, yang dimana pelaku usaha dilarang 

memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa. 

 Untuk terkait dengan pembulatan timbangan dengan alasan dari 

Kantor PT. JNE, terdapat ketidaksesuaian dengan Undang Undang No. 8 

Tahun 1999 yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, yakni tidak 

sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan 

menurut ukuran yang sebenarnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembulatan 

Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE (Jasa Nugraha 

Ekakurir) Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-

undang Perlindungan Konsumen maka peneliti menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan PT. JNE Cabang 

Utama Pontianak ini, menggunakan sistem berat minimal dan berat 

maximal, berat minimal yakni 0,6 kg, maka itu akan dibulatkan 

menjadi 1 kg, sedangkan berat maksimal ini 1,3 kg. Kalau berat 

tersebut melebihi dari 1,3 kg maka itu akan dibulatkan menjadi 2 

kg. Tarif dan kelipatan itu terus mengikuti dari berat maksimal dan 

minimal, dan terhitung juga dari zona pengiriman barag  tersebut. 

2. Tinjauan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

praktik pembulatan pada jasa pengiriman Barang pada PT. JNE 

(Jalur Nugraha Ekakurir) adalah tidak diperbolehkan atau batal. 

Terdapat beberapa alasan terkait dengan pembulatan timbangan. 

Alasan pertama, karena pembulatan bertentangan dengan QS. Al-

Israa yang di haruskan berbuat adil dalam menentukan takaran dan 

timbangan alasan kedua, dalam KHES pasal 295 huruf d yakni
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akad harus jelas terkait informasi. Alasan ketiga, yakni pada pasal 

317 bahwa menyebutkan bahwa kelebihan waktu dalam akad ijarah 

yang dilakukan oleh musta’jir, bahwa berhak membayar sesuai 

dengan kelebihannya tersebut. Sedangkan ditinjau dari UU No. 8 

Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen ini terdapat ketidak 

kesesuaian pada  pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan terkait hak dan 

informasi, dan pasal 7 ayat 2 mengenai dengan kewajiban bagi 

pelaku usaha, dan pasal 8 ayat 1 huruf c yakni tidak sesuai dengan 

ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut 

ukuran yang sebenarnya. 

B. Saran 

 Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan diharapkan untuk PT. JNE Cabang Utama 

Pontianak, untuk menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen 

apakah ikhlas terkait pembulatan timbangan dan tarif, dan 

memberikan pemahaman yang mendetail terkait proses 

penimbangan sampai pembulatannya sendiri, dan untuk 

pembulatan tidaklah terlalu jauh dari hasil timbangan barang 

tersebut. 

2. Untuk konsumen, perlu adanya laporan kepada Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia terkait adanya pembulatan timbangan di PT. 

JNE (Jalur Nugraha Ekakurir), guna untuk memperoleh keadilan 

antara perusahaan dan konsumen. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

KISI KISI WAWANCARA 

No 
Fokus 

Penelitian 
Indikator Pertanyaan Penelitian 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 

Bagaimana 

praktik 

pembulatan 

timbangan 

barang oleh 

PT. JNE 

(Jasa 

Nugraha 

Ekakurir) di 

Kantor 

Cabang 

Utama 

Pontianak? 

 

Mekanisme 

dalam 

Pembulatan 

berat barang 

 

1. Bagaimana prosedur 

dalam menentukan berat 

? 

2. Bagaimana benttuk 

sistem dalam 

menentukan tarif dari 

barang tersebut ? 

3. Kenapa hasil dari berat 

suatu barang tersebut 

harus dibulatkan ? 

4. Apakah alasan pihak PT. 

JNE ini melakukan 

pembulatan dari 

timbangan aslinya ? 

5. Apakah barang yang 

bentuk berupa dokumen 

tersebut diperlukan 

ditimbang terlebih 

dahulu atau langsung 

menentukan beratnya 

sebesar 1 KG ? 

6. Apakah pembulatan 

yang dilakukan pihak 

PT. JNE berlaku untuk 

semua jenis barang ? 

7. Apakah PT. JNE dalam 

melakukan pembulatan 

meminta persetujuan 

dari konsumen ? 

Pegawai 

atau 

karyawan 

 PT. JNE 

Wawancara 

Obsevasi dan 

Dokumentasi  

Produk 

dalam 

pelayanan 

 

1. Bagaimana sistem 

dalam pelayanan di 

PT. JNE ? 

2. Apakah sistem 

pelayanan tersebut 
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mempunyai prinsip 

yang berbeda dalam 

layanan ? 

3. Apakah hasil dari 

berat barang yang 

sudah di timbang 

tersebut di 

beritahukan hasil 

timbangan sebelum di 

bulatkan atau sudah di 

bulatkan ? 

4. Bagaimana sistem 

tanggung jawab yang 

dilakukan oleh pihak 

PT. JNE kepada 

barang konsumen ? 

5. Bagaimana akad yang 

dilakukan oleh para 

pihak ? 

 Sistem 

berlipatnya 

tarif  

 

 

1. Bagaimana ketentuan 

tarif lipatan hasil berat 

barang tersebut ? 

2. Apakah dalam 

menentukan tarif 

lipatan hasil berat 

barang tersebut, itu 

sudah di oleh pihak 

PT. JNE ? 

 

  

2 Bagaimana 

Tinjauan 

Kompilasi 

Hukum 

Ekonomi 

Syariah dan 

Undang-

Undang No. 

8 Tahun 

1999 

  

 

 

 

 

 

  

Bagaimana dasar 

hukum PT. JNE dalam 

melakukan pembulatan 

dari hasil berat barang 

tersebut ? 

 

 Wawancara 

Observasi dan 

Dokumentasi  

Penerapan 

dalam KHES 

1. Apakah dalam 

melakukan akad 

tersebut, terkait 

pembulatan ada unsur 

keridhaan atau ke 



78 
 

 
 

tentang 

Perlindunga

n 

Konsumen 

terhadap 

praktik 

pembulatan 

timbangan 

barang oleh 

PT. JNE 

(Jasa 

Nugraha 

Ekakurir) di 

Kantor 

Cabang 

Utama 

Pontianak? 

 

ikhlasan dari konsumen 

? 

2. Apakah terkait 

pembulatan tersebut 

sudah diberitahukan 

bahwa hasil timbangan 

ini bersifat ganjil maka 

di bulatkan seperti ? 

3.  

Terkait 

dengan 

Undang-

Undang No. 

8 Tahun 

1999 tentang 

perlindunga 

konsumen 

1. Apakah pihak usaha 

atau pihak PT. JNE 

sudah memenuhi hak-

hak konsumen terkait 

pembulatan hasil dari 

berat barang ? 

2. Apakah pihak PT. JNE 

sudah memenuhi semua 

kewajiban pelaku usaha 

yang terdapat pasal 7 ? 

3. Apakah pihak PT. JNE 

selalu memberitahukan 

terkai pembulatan hasil 

dari berat barang 

tersebut ? 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pedoman Wawancara Staff dan Karyawan PT. JNE Cabang Utama Pontianak 

1. Bagaimana prosedur dalam menentukan berat ? 

2. Bagaimana bentuk sistem dalam menentukan tarif dari barang tersebut ? 

3. Kenapa hasil dari berat suatu barang tersebut harus dibulatkan ? 

4. Apakah alasan pihak PT. JNE ini melakukan pembulatan dari timbangan 

aslinya ? 

5. Apakah barang yang bentuk berupa dokumen tersebut diperlukan 

ditimbang terlebih dahulu atau langsung menentukan beratnya sebesar 1 

KG? 

6. Apakah pembulatan yang dilakukan pihak PT. JNE berlaku untuk semua 

jenis barang ? 

7. Apakah PT. JNE dalam melakukan pembulatan, meminta persetujuan 

terlebih dahulu kepada konsumen ? 

8. Bagaimana sistem dalam pelayanan di PT. JNE ? 

9. Apakah sistem pelayanan tersebut mempunyai prinsip yang berbeda 

dalam layanan ? 

10. Apakah hasil dari berat barang yang sudah di timbang tersebut di 

beritahukan hasil timbangan sebelum di bulatkan atau sudah di bulatkan 

? 
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11. Bagaimana sistem tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak PT. JNE 

kepada barang konsumen ? 

12. Bagaimana akad yang dilakukan oleh para pihak ? 

13. Bagaimana ketentuan tarif lipatan hasil berat barang tersebut ? 

14. Apakah dalam menentukan tarif lipatan hasil berat barang tersebut, itu 

sudah di tentukan oleh pihak PT. JNE ? 

15. Bagaimana dasar hukum PT. JNE dalam melakukan pembulatan dari 

hasil berat barang tersebut ? 

16. Apakah dalam melakukan akad tersebut, terkait pembulatan ada unsur 

keridhaan atau ke ikhlasan dari konsumen ? 

17. Apakah terkait pembulatan tersebut sudah diberitahukan bahwa hasil 

timbangan ini bersifat ganjil maka perlu dibulatkan ? 

18. Apakah pihak usaha atau pihak PT. JNE sudah memenuhi hak-hak 

konsumen terkait pembulatan hasil dari berat barang ? 

19. Apakah pihak PT. JNE sudah memenuhi semua kewajiban pelaku usaha 

? 

20. Apakah pihak PT. JNE selalu memberitahukan terkai pembulatan hasil 

dari berat barang tersebut ? 

B. Pedoman Wawancara bersama Konsumen di PT. JNE Cabang Utama 

Pontianak 

1. Apakah anda mengetahui harga satu kilo pengiriman barang yang sudah 

ditentukan oleh pihak PT. JNE ? 
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2. Apakah anda mengetahui terkait pembulatan timbangan yang dilakukan 

oleh pihak PT. JNE ? 

3. Apakah anda setuju dengan pembulatan yang menggunakan sistem volume 

yang dilakukan oleh pihak PT. JNE ? 

4. Apakah pihak PT. JNE ada meminta persetujuan terlebih dahulu terkait 

dengan pembulatan timbangan barang anda ? 

5. Apakah anda sebagai konsumen rela terkait pembulatan timbangan yang 

dilakukan oleh pihak PT. JNE ? 
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Lampiran 3 

HASIL WAWANCARA 

A. Wawancara Karyawan PT. JNE Cabang Utama Pontianak  

Pewawancara : M. Faruq 

Waktu  : 16 Februari 2022 

Narasumber : Wandi 

Alamat  : Jalan Gusti Hamzah No. 35, Sungai Jawi, Kecamatan  

    Pontianak, Kota Pontianak 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Bagaiamana prosedur dalam 

menentukan berat 

Ada berat minimal, berat minimal itu 1 

kg dibawah 1kg dan dibawah 1,3 kg 

tetap hitung 1kg, karenan harus ada 

berat minimal 

2 

Bagaiamana bentuk sistem dalam 

menentukan tarif dari barang 

tersebut 

Pembulatan kalau berat 1,3 kg itu masih 

terhitung 1 kg, kalau lebih dari 1,3 kg, 

maka terhitung 2 kg, dan tergantng 

daerah 

3 
Kenapa hasil dari berat suatu 

barang tersebut harus dibulatkan 

Karena harus Ada berat minimal, kalau 

tidak ada  

4 

Apakah alasan pihak PT. JNE ini 

melakukan pembulatan timbangan 

dari aslinya 

Sudah diatur asosiasi Kantor 

5 

Apakah barang yang bentuk 

berupa dokumen tersebut 

diperlukan ditimbang terlebih 

dahulu atau langsung mentukan 

beratnya sebesar 1Kg 

Iya, langsung dibulatkan 

6 

Apakah pembulatan yang 

dilakukkan pihak PT. JNE berlaku 

untuk semua jenis barang 

Berlaku untuk semua barang 

7 

Apakah PT. JNE dalam 

melakukan pembulatan, meminta 

persetujuan terlebih dahulu 

kepada konsumen 

Pihak PT. JNE memberikan penjelasan  

8 

Bagaimana sistem dalam 

pelayanan di PT. JNE 

Sistem dalam pelayanan itu ada 6, yaitu 

super spit, yes, reguler, oke, JTR, JNE 

Cargo. 

9 Apakah sistem pelayanan tersebut Iya 
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mempunyai prinsip yang berbeda 

dalam layanan 

10 

Apakah hasil dari berat barang 

yang sudah di timbang tersebut 

diberitahukan hasil timbangan 

sebelum dibulatkan atau sudah 

dibulatkan 

Tidak diberitahukan  

11 

Bagaimana sistem tanggung 

jawab yang dilakukan oleh pihak 

PT. JNE kepada barang konsumen 

Itu ada klaim asuransi untuk barang 

yang mempunyai asuransi 

12 
Bagaimana akad yang dilakukan 

oleh para pihak 

Secara Dzahir 

13 
Bagaimana ketentuan tarif lipatan 

hasil berat barang tersebut 

Sesuai dengan zona daerah dan tarif 

dari kelipatan timbangan 

14 

Apakah dalam menentukan tarif 

lipatan hasil berat barang tersebut, 

itu sudah ditentukan oleh pihak 

PT. JNE 

Mengikuti berat barang, semua barang 

harus ddi timbang. 

15 

Bagaimana dasar hukum PT. JNE 

dalam melakukan pembulatan dari 

hasil berat barang tersebut 

Dasar Hukumnya sesuai engan 

management dari perusahaan 

16 

Apakah dalam melakukan akad 

tersebut, terkait ada unsur 

keridhaan atau keikhlasan dari 

konsumen 

Iya, kalau tidak ada unsur keridhai atau 

keikhlasan tidak mungkin ia melanjuti 

pengirimannya menggunakan jasa PT. 

JNE Cabang Utama Pontianak 

17 

Apakah terkait pembulatan 

tersebut sudah diberitahukan 

bahwa hasil timbangan ini bersifat 

ganjil maka perlu dibulatkan 

Tidak perlu diberitahukan karena 

pembulatan sudah dilakukan dari 

berdirinya PT. JNE. 

18 

Apakah pihak usaha atau pihak 

PT. JNE sudah memenuhi hak-

hak konsumen terkait pembulatan 

hasil dari berat barang 

Iya  

19 

Apakah pihak PT. JNE sudah 

memenuhi semua kewajiban 

pelaku usaha 

Iya  

20 

Apakah pihak PT. JNE selalu 

memberitahukan terkait 

pembulatan hasil dari berat barang 

tersebut 

Tidak  
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B. Wawancara Karyawan bagian penimbang PT. JNE Cabang Utama Pontianak 

 Pewawancara : M. Faruq 

Waktu  : 21 Februari 2022 

Narasumber : Sri Melyawanti 

Alamat  : Jalan Gusti Hamzah No. 35, Sungai Jawi, Kecamatan  

   Pontianak, Kota Pontianak 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Bagaiamana prosedur dalam 

menentukan berat 

Ada berat minimal, berat minimal itu 1 

kg dibawah 1kg dan dibawah 1,3 kg tetap 

hitung 1kg, karenan harus ada berat 

minimal 

2 

Bagaiamana bentuk sistem 

dalam menentukan tarif dari 

barang tersebut 

Pembulatan kalau berat 1,3 kg itu masih 

terhitung 1 kg, kalau lebih dari 1,3 kg, 

maka terhitung 2 kg 

3 
Kenapa hasil dari berat suatu 

barang tersebut harus dibulatkan 

Karena Ada berat minimal. 

4 

Apakah alasan pihak PT. JNE ini 

melakukan pembulatan 

timbangan dari aslinya 

Hasil dari pembulatan barant itu untuk 

memudahkan proses perhitungan ongkos 

kirim, karena peraturannya kan, minimal 

1 kg dibawah 1 kg dan 1,3 kg maka di 

sistem otomatis terhitung 1 kg dan 

mempermudah ongkos kirim 

5 

Apakah barang yang bentuk 

berupa dokumen tersebut 

diperlukan ditimbang terlebih 

dahulu atau langsung mentukan 

beratnya sebesar 1Kg 

Tidak perlu, karena dokumen tersebut 

tidak mencapai berat 1 kg. 

6 

Apakah pembulatan yang 

dilakukkan pihak PT. JNE 

berlaku untuk semua jenis 

barang 

Iya, dikarenakan di PT. JNE ini tidak 

memandang barang, apabila berat itu 

melebihi dari berat maksimal maka perlu 

dibulatkan dan begitu sebaliknya. 

7 

Apakah PT. JNE dalam 

melakukan pembulatan, 

meminta persetujuan terlebih 

dahulu kepada konsumen 

Tidak perlu, karena pembulatan tersebut 

terbiasa dari pertama. 

8 

Bagaimana sistem dalam 

pelayanan di PT. JNE 

Sistem dalam pelayanan itu ada 6, yaitu 

super spit, yes, reguler, oke, JTR, JNE 

Cargo. 

9 
Apakah sistem pelayanan 

tersebut mempunyai prinsip 

Iya 
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yang berbeda dalam layanan 

10 

Apakah hasil dari berat barang 

yang sudah di timbang tersebut 

diberitahukan hasil timbangan 

sebelum dibulatkan atau sudah 

dibulatkan 

Diberitahukan harga yang sudah 

dibulatkan. 

11 

Bagaimana sistem tanggung 

jawab yang dilakukan oleh pihak 

PT. JNE kepada barang 

konsumen 

 Itu pakai klaim asuransi 

12 
Bagaimana akad yang dilakukan 

oleh para pihak 

Akad cash / ada juga yang kredit 

13 

Bagaimana ketentuan tarif 

lipatan hasil berat barang 

tersebut 

Ketentuan itu sesuai dengan tarif barang 

atau berat barang kelipatan jumlah berat 

barang. 

14 

Apakah dalam menentukan tarif 

lipatan hasil berat barang 

tersebut, itu sudah ditentukan 

oleh pihak PT. JNE 

Sudah menjadi ketetapan pihak PT. JNE 

15 

Bagaimana dasar hukum PT. 

JNE dalam melakukan 

pembulatan dari hasil berat 

barang tersebut 

 Hanya menggunakan manajemen dari 

perusahaan 

16 

Apakah dalam melakukan akad 

tersebut, terkait ada unsur 

keridhaan atau keikhlasan dari 

konsumen 

Iya, karena dia sudah membayarnya 

17 

Apakah terkait pembulatan 

tersebut sudah diberitahukan 

bahwa hasil timbangan ini 

bersifat ganjil maka perlu 

dibulatkan 

Tidak perlu. 

18 

Apakah pihak usaha atau pihak 

PT. JNE sudah memenuhi hak-

hak konsumen terkait 

pembulatan hasil dari berat 

barang 

Iya. 

19 

Apakah pihak PT. JNE sudah 

memenuhi semua kewajiban 

pelaku usaha 

Iya, karena semua yang diamanahkan ke 

kami untuk mengirimkan barangnya 

sesuai tujuan. 

20 

Apakah pihak PT. JNE selalu 

memberitahukan terkait 

pembulatan hasil dari berat 

barang tersebut 

Tidak perlu, karena pembulatan ini sudah 

lama terjadi, pasti konsumen akan 

mengetahui dari pembulatan ini.  
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C. Wawancara bersama Konsumen PT. JNE Cabang Utama Pontianak 

Pewawancara : M. Faruq 

Waktu  : 16 Februari 2022 

Narasumber : Ali Ya’qub 

Alamat  : Jalan Husein Hamzah, Komplek Berdikari 4. No 20,  

    Kecamatan Pal 5, kelurahan Pontianak Barat 

No Pertanyaan Jawaban  

1 

Apakah anda mengetahui harga 

satu kilo pengiriman barang yang 

sudah ditentukan oleh pihak PT. 

JNE 

Iya, saya mengetahuinya 

2 

Apakah anda mengetahui terkait 

pembulatan yang dilakukan oleh 

pihak PT. JNE 

Iya, saya mengetahuinya 

3 

Apakah anda setuju dengan 

pembulatan yang menggunakan 

sistem volume yang dilakukan 

oleh pihak PT. JNE 

Saya sih, setuju saja, akan tetapi dari 

pembulatan yang masuk ke 2 kg itu 

terlalu jauh untuk menentukan 

pembulatan tersebut. 

4 

Apakah pihak PT. JNE ada 

meminta persetujuan terlebih 

dahulu terkait dengan pembulatan 

timbangan barang anda 

Tidak ada, mungkin karena sudah 

menjadi kebiasaan pihak PT. JNE 

5 

Apakah anda sebagai konsumen 

rela terkait pembulatan timbangan 

yang dilakukan oleh pihak PT. 

JNE 

Saya sebenarnya rela saja, hanya saja 

jika pembulatannya terlalu jauh saya 

agak keberatan. 
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D. Wawancara bersama Konsumen PT. JNE Cabang Utama Pontianak 

Pewawancara : M. Faruq 

Waktu  : 16 Februari 2022 

Narasumber : Ari Lestari Kusnandar 

Alamat  : Jalan Sepakat 2,  

 

No Pertanyaan Jawaban  

1 

Apakah anda mengetahui harga 

satu kilo pengiriman barang yang 

sudah ditentukan oleh pihak PT. 

JNE 

Iya, saya mengetahui 

2 

Apakah anda mengetahui terkait 

pembulatan yang dilakukan oleh 

pihak PT. JNE 

Tidak Mengetahuinya 

3 

Apakah anda setuju dengan 

pembulatan yang menggunakan 

sistem volume yang dilakukan 

oleh pihak PT. JNE 

Tidak setuju, karena memberatkan saya 

selaku konsumen, untuk membayarnya 

4 

Apakah pihak PT. JNE ada 

meminta persetujuan terlebih 

dahulu terkait dengan pembulatan 

timbangan barang anda 

Tidak ada 

5 

Apakah anda sebagai konsumen 

rela terkait pembulatan timbangan 

yang dilakukan oleh pihak PT. 

JNE 

Kalau pembulatannya itu terlalu tinggi 

saya merasa tidak rela, dan kalau 

pembulatannya tidak terlalu tinggi saya 

bisa rela terkait pembulatannya. 
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E. Wawancara bersama Konsumen PT. JNE Cabang Utama Pontianak 

Pewawancara : M. Faruq 

Waktu  : 16 Februari 2022 

Narasumber : Muhammad Syakur 

Alamat  : Jalan Husein Hamzah, Komplek Berdikari 4. No 20,  

    Kecamatan Pal 5, kelurahan Pontianak Barat 

No Pertanyaan Jawaban  

1 

Apakah anda mengetahui harga 

satu kilo pengiriman barang yang 

sudah ditentukan oleh pihak PT. 

JNE 

Iya, saya mengetahui 

2 

Apakah anda mengetahui terkait 

pembulatan yang dilakukan oleh 

pihak PT. JNE 

Tidak mengetahuinya 

3 

Apakah anda setuju dengan 

pembulatan yang menggunakan 

sistem volume yang dilakukan 

oleh pihak PT. JNE 

Saya sih, setuju saja, selagi tahap 

pembulatannya itu sesuai dengan 

aturannya 

4 

Apakah pihak PT. JNE ada 

meminta persetujuan terlebih 

dahulu terkait dengan pembulatan 

timbangan barang anda 

Tidak ada 

5 

Apakah anda sebagai konsumen 

rela terkait pembulatan timbangan 

yang dilakukan oleh pihak PT. 

JNE 

Sebenarnya saya merelakan terkait 

pembulatan tersebut, akan tetapi kalau 

pembulatan itu sangat tinggi atau sangat 

jauh dari hitungan pembulatan biasa, 

saya rasa tidak rela, karena itu hak-hak 

saya. 
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Lampiran 4 

CATATAN LAPANGAN 

 Catatan lapangan bersama staff HRD di PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakuri) 

Kantor Cabang Utama Pontianak. 

Responen  : Bapak Wandi dan Kak Sri Melyawanti 

Tanggal  : Rabu, 16 Februari, 2022 

Pukul  : 09:00 - selesai 

Alamat  : Jalan Gusti Hamzah No. 35, Sungai Jawi, Kecamatan  

     Pontianak, Kota Pontianak 

  Pada hari Rabu, bertepatan pada tanggal 16 Februari 2022, pada hari 

tersebut peneliti mendatangi kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak, yang 

beralamat di jalan Gusti Hamzah, No. 35, Kecamatan Pontianak Kota, Kota 

Pontianak, tahap pertama peneliti lancar mewawancarai Staff di PT. JNE Cabang 

Utama Pontianak, langsung membantu saya dalam mewawancarai pihak HRD. 

Dan pada tanggal 21 Februari 2022, saya datang lagi ke Kantor untuk 

mewawancarai Staff bagian penimbang barang, dan alhamdulillah tanggapan atau 

respon dari Staff bagian penimbang sangat membantu dalam penelitian saya. 

Akan tetapi pada tanggal 1 Maret saya mendatangi lagi ke Kantor PT. JNE 

Cabang Utama Pontianak, tidak mendapatkan data yang saya perlukan yakni 

terkait dengan struktur organisasi di PT. JNE Cabang Utama Pontianak. 

 Tanggapan peneliti: Respon dari Bapak Wandi selaku HRD dan Kak Sri 

Melyawanti selaku Staff bagian penimbang, sangat memberikan ruang untuk 
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peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan. Responden menjawab 

dengan jelas dan dapat dipahami. 
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DOKUMENTASI 

Gambar: 3 

Bentuk dari mekanisme pembulatan  
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Gambar: 4 

Bentuk tanggung jawab dan cara Mengklaim Asuransi di PT. JNE Cabang Utama 

Pontianak 
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Gambar: 5 

Bukti Transaksi yang dilakukan oleh pihak Konsumen dengan Pihak PT. JNE 

Cabang Utama Pontianak 
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Gambar: 6  

Foto pada saat proses transaksi dalam pengiriman barang di PT. JNE Cabang 

Utama Pontianak 

 

Gambar: 7 

Foto Kantor PT. JNE Cabang Utama Pontianak 
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Gambar: 8 

Foto bersama konsumen sebagai narasumber pertama 

 

Gambar: 9 

Foto bersama konsumen sebagai narasumber kedua 
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SURAT KEPUTUSAN I PENGUJI PROPOSA; SKRIPSI 
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SURAT KEPUTUSAN II DOSEN PEMBIMBING 
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KARTU BIMBINGAN 
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SURAT KEPUTUSAN III DOSEN PENGUJI SKRIPSI 
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